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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadirat Allah Swt karena atas rahmat
dan taufig-Nya semata sehingga “Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bangkalan” Tahun Anggaran 2026 ini dapat disusun.

Melalui penyusunan Rankhir Renja ini diharapkan akan diperoleh secara
jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu
satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
proses penyusunan Renja PD terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan
Akhir, dan Penetapan Renja.

Rancangan Akhir Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman
dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
Anggaran 2026, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan
kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini

bermanfaat bagi kita semua.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 10001
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu)

tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian

rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Rencana Kerja (RENJA) PD
mempunyai kedudukan yang strategis antara lain:

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra PD yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

3. Renja PD bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan
Perangkat Daerah, memberikan gambaran program/kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Satpol PP
Kabupaten Bangkalan tahun 2026, dan memberikan gambaran tentang
target kinerja yang akan dicapai tahun 2026.

Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas
dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh

kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan,



mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program

dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari Rancangan Awal,
Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Renja. Penyusunan Renja
Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil
Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD didasarkan kepada Perubahan
Rencana Strategis 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program
prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026, agar dalam pelaksanaan program/

kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 didasarkan pada Landasan Hukum

sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



10.

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Renstra
dan renja K/L;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2024 Nomor 1/D);



11.

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 23 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun
2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor ........ /

............. ).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 adalah :
a. Maksud

Untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan secara umum
yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

pada Tahun 2026

b. Tujuan
1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026;
2) Untuk memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang
akan dilaksanakan di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bangkalan
tahun 2026;

3) Sebagai panduan mengevaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bangkalan Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan



Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu -isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab IlI TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Bab V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten
Bangkalan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap
dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh
sebab itu Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan juga harus dilakukan
evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan
meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan,
pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program
dan kegiatan.

Penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan
memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber dana yang akan
digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

€. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi

pelaksananya.

Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Bangkalan juga
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point
dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersaji

dalam tabel 2.1 berikut ini:



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 SATPOL PP Kabupaten Bangkalan

Perkiraan Realisasi

Realisasi | Target dan Realisasi Kinerja .
. Capaian Target Renstra
Target Program dan Kegiatan Tahun Target
Target T Perangkat Daerah s/d
. .o Kinerja Lalu 2024 Program, .
Urusan / Bidang Kinerja . : tahun berjalan
. ] . Hasil Kegiatan, X
Urusan Indikator Kinerja Capaian .. Tingka
. Program dan Sub Realisasi
Pemerintahan Program Program S . . t
. dan Target Realisasi . Kegiatan Capaian .
Kode Daerah dan (outcomes) / (pada akhir A : Ting » Capaia
: : Keluaran Renja Renja (Renja Program,
Program / Kegiatan / Sub periode . kat . n
: 5 Kegiatan | Perangkat | Perangkat . | Perangkat | Kegiatan, dan :
Kegiatan / Sub | Kegiatan (output) Renstra Reali A Realis
. s/d Daerah Daerah . Daerah Sub Kegiatan .
Kegiatan PD) Tahun sasi asi
2026 dengan tahun tahun (%) tahun s/d tahun Tareet
tahun 2024 2024 ° 2025) berjalan | o 28
2023 (tahun 2026) o
a (%)
8=(7/ 11=(10
1 2 3 4 5 6 7 9 10=(5+7+9
6) AN 2
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Ketenteraman
1.05 dan Ketertiban
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Program Indeks kepuasaan
1:05: Penunjang layanan 10 1 1 1 100 1
0'1 * | Urusan penunjang urusan 0 % o % o % o % % o % 38 % 38
Pemerintah pemerintahan 0] 0] () ? o
Daerah daerah




Penyusunan

SKPD

Perubahan RKA-
SKPD

1.05.0 Dokumen Jumlah Dokumen Doku Doku Doku Doku Dokum dokum
1.2.01 Perencanaan 100% 50
Perencanaan men men men men en en
.0001 Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
) ) RKA-SKPD dan
1.05.0 Koordinasi dan Laporan Hasil
'~ ~7 | Penyusunan pore . Doku Doku Doku Doku Dokum Dokum
1.2.01 Koordinasi 100% (0]
Dokumen RKA- men men men men en en
.0002 SKPD Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
) ) Perubahan RKA-
Koordinasi dan
1.05.0 | Penyusunan SKPD dan Laporan
1.2.01 | Dokumen Pomyusaman e | 1 et L et 1 oo 100% | 1| PO P | 100
.0003 | Perubahan RKA- U
Dokumen




Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan

1.05.0 | Koordinasi dan Laporan Hasil
1.2.01 | Penyusunan DPA- | Koordinasi 1 r]?lzlr{lu 1 Ef:;u 1 I]?lzl;u 100% | 1 Doi?llm 2 Doiilm 100
.0004 | SKPD Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
1.05.0 Koordinasi dan SKPD dan Laporan
‘A ~4 | Penyusunan Hasil Koordinasi Doku Doku Doku Dokum Dokum
1.2.01 1 1 1 100% | 1 2 100
0005 Perubahan DPA- | Penyusunan men men men en en
' SKPD Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
Koordinasi dan dan .Ikht.l sar
Penvusunan Realisasi Kinerja
1.05.0 La z?an Capaian SKPD dan Laporan Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora
1.2.01 | 23POT: P Hasil Koordinasi 1| 2P p 1| 2P 1 | @P 100% | 1 p 3 P 100
Kinerja dan n n n n n n
.0006 . . . | Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laboran Cabaian
Kinerja SKPD APOT: P
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
1.05.0 e e
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Lapora lapora Lapora Lapora Lapora Lapora
1.2.01 6 6 6 80% | 4 16 67
0007 Perangkat Daerah | Perangkat Daerah n n n n n n
' yang disusun
Administrasi Persentase
eI Keuangan Dokumen 10 1 1 100 1
01.2. g . . . % % () () % 0 % 83 % 83
Perangkat Administrasi 0] %
02 () () 0
Daerah Keuangan tepat




waktu

1.05.0

Penyediaan Gaji

Jumlah orang yang

1 1 1
1.2.02 | dan Tunjangan menerima Gaji dan 1 é /Ogi?agn /Ogi?agn 0 (/)gi?agn 0 (/);i?agn 100% | O %1;?12%/ 276 Obrualr:crgl/ 100
.0001 | ASN Tunjangan ASN 0 0 0
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
1.05.0 | Penyusunan Laporan Hasil Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora
1.2.02 | Laporan poran 1| 2P p 1 | AP R 100% | 1 p 3 p 100
. Koordinasi n n n n n n
.0005 | Keuangan Akhir Penvusunan
Tahun SKPD yustl
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/Triwulan
Penyusunan an/ Semesteran
SKPD dan
1.05.0 | Laporan Laporan Hasil Lapora Lapora | 1 | Lapora | 1 | Lapora Lapora Lapora
1.2.02 | Keuangan poran T 18 | 2P P p p 100% | 9 | ~°P 45 P 50
Koordinasi n n 8 |n 8 |n n n
.0007 | Bulanan/
. Penyusunan
Triwulanan/ Laporan Keuangan
Semesteran SKPD P 1ang
Bulanan/Triwulan
an/ Semesteran
SKPD
Administrasi Persentase
1.05. | Barang Milik Administrasi 10 1 1 100 1
01.2. | Daerah pada Barang milik ) % % 0 % (0] % o 0 % 21 % 21
03 Perangkat daerah PD yang () () ? 0

Daerah

tersusun




Penyusunan

1.05.0 | Perencanaan Jumlah Rencana
1.2.03 | Kebutuhan Kebutuhan Barang | 1 El‘élflu 1 3‘:;“ 1 3‘;1;“ 100% | 0 Dofr‘:m 1 Dofrlllm 0
.0001 | Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Jumlah. Lappran
Rekonsiliasi dan
1.05.0 | Penyusunan
1.2.03 | Laporan Barang Penyusunan ~ Lapora Lapora ~ Lapora ” Lapora 100% | 3 Lapora 17 Lapora 43
A o Laporan Barang n n n n n n
.0005 | Milik Daerah e
da SKPD Milik Daerah pada
paca SKPD
Persentase
Administrasi Administrasi
1.05. Kepegawaian Pegawai yan 10 1 1 100 L
01.2. peg gawal yang % % |0 % |0| % lo]l % 100 % 100
05 Perangkat terfasilitasi o 0 s Yo 0
Daerah layanan
kepegawaian
Pengadaan Jumlah Paket
1.05.0 Pakaian Dinas Pakaian Dinas 3 3
1.2.05 Beserta Atribut Beserta Atribut O | Paket 4 | paket | 4 | paket | 100% | O | Paket 340 Paket 0
.0002 0 0
Kelengkapannya | Kelengkapan
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan
1.05.0 Pelatihan Pegawai | Tugas dan Fungsi
1.2.05 & & . 8 O | Orang O | orang 3 | Orang 3 Orang 100
0009 Berdasarkan yang Mengikuti
) Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
1.05. | Administrasi Penyediaan 10 1 1 100 1
01.2. | Umum Perangkat | Administrasi 0 % % 0] % ) % o ) % 67 % 83
06 Daerah Umum Perangkat 0] () ? ()

Daerah




Jumlah Paket

Penyediaan Kombonen
1.05.0 | Komponen Ins talzl)asi
1.2.06 | Instalasi Listrik/ . O | Paket paket paket paket | 100% Paket 0 Paket o
Listrik /Penerangan
.0001 | Penerangan
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor L
yang disediakan
Penvediaan Jumlah Paket
1.05.0 Per glatan dan Peralatan dan
1.2.06 Perlengkapan 12 | Paket paket paket paket | 100% Paket 10 Paket 100
Perlengkapan
.0002 Kantor yang
Kantor . .
disediakan
1.05.0 | Penyediaan g,}:llelzgn Palgs;[nah
1.2.06 | Peralatan Rumah Tangga yang O | Paket Paket 0 Paket ()
0003 | Tangga Disediakan
1.05.0 | Penyediaan Lézrl?allihLEaiksiJi[k
1.2.06 | Bahan Logistik & 8 | Paket paket paket paket | 100% Paket 0 Paket ()
Kantor yang
.0004 | Kantor . .
disediakan
1.05.0 | Penyediaan éirrth (?:tl; el;can
1.2.06 | Barang Cetakan & O | Paket paket paket paket | 100% Paket 0 Paket 0
dan Penggandaan
.0005 | dan Penggandaan . o9
yang disediakan
. Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.05.0 | Bahan Bacaan
Peraturan
1.2.06 | dan Peraturan p danc-
.0006 | Perundang- crundang
undangan undangan yang
disediakan
1.05.0 e Jumlah Laporan
1.2.06 Fa3111tas1 Fasilitasi 0 Lapora Lapora lapora Lapora 100% Lapora 9 Lapora 50
Kunjungan Tamu . n n n n n n
.0008 Kunjungan Tamu




Jumlah Laporan

1.05.0 Peny elenggz{‘aan. Penyelenggaraan
1.2.06 C}Tapat Koor inasi Rapat Koordinasi 1 Lapora Lapora 6 Lapora 6 Lapora 100% 4 | Lapora 1 Lapora 100
an Konsultasi . n n n n 0 n n
.0009 SKPD dan Konsultasi
SKPD
Pengadaan
1.05. Barang Milik Persentase 1 1 1
01.2. |Daerah Pengadaan Barang | 10 | o, % |0 % |o| % |00 o
07 Penunjang Milik Paerah o 0 0 Yo 0
Urusan sesuai RKBMD
Pemerintah
1.05.0 | Pengadaan Jumlah Unit Aset
1.2.07 | Kendaraan Dinas | Tetap Lainnya
.0002 | Operasional atau | yang Disediakan
Lapangan
18502 Jumlah Paket
0005 Pengadaan Mebel | Mebel yang
Disediakan
18502 p Jumlah Unit Aset
2. engadaan Aset .
.0007 | Tetap Lainnya Tetap Lainnya
yang Disediakan
Penyediaan Jasa | Persentase
1.05. | Penunjang Penyediaan Jasa 10 1 1 100 1
01.2. | Urusan Penunjang Urusan 0 % % o % o % % o % 33 % 50
08 Pemerintahan Pemerintahan ) ) )
Daerah Daerah
1.05.0 . Jumlah Laporan
1208 giﬁiiﬁiﬂ J 1:aasta Penyediaan Jasa 0 1I’,lapora lapr(l)ra 4 laprcl)ra 4 La%ora 100% | 4 Lapnora 0 Lapnora 0
.0001 yu Surat Menyurat




Penyediaan Jasa

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa

18502 Komunikasi, Komunikasi, 12 Lapora Lapora | 1 | lapora | 1 | Lapora 100% 1 | Lapora 6 Lapora 50
O' 062 Sumber Daya Air | Sumber Daya Air n n 2 n 2 n ) n n
' dan Listrik dan Listrik yang
disediakan
Jumlah Laporan
1.05.0 | Penyediaan Jasa | Penyediaan Jasa Lapora Lapora | 1 | lapora | 1 | Lapora 1 | Lapora Lapora
1.2.08 | Pelayanan Umum | Pelayanan Umum | 12| “*P > 5 P 5 PO | 100% > > 6 > 50
.0004 | Kantor Kantor yang
disediakan
. Persentase
Pemeliharaan .
s Pemeliharaan
Barang Milik o
Barang Milik
1.05, | Daerah Daerah Penunjan 10 1 1 100 1
01.2. | Penunjang Urusan jang o % % (0] % (0] % o (0] % 84 % 100
2 i Pemerintahan L L : L
Pemerintah
Daerah Daerah yang
terlaksana
gzﬁi?QZigaiasa Jumlah Kendaraan
Biava ’ Perorangan Dinas
1.05.0 Pe rr317 eliharaan dan atau Kendaraan
1.2.09 Paiak Kendaraan Dinas Jabatan 0] Unit 1 unit 1 unit 100% | 1 unit 0 unit (0)
.0001 J . yang dipelihara
Perorangan Dinas .
dan dibayarkan
atau Kendaraan aiaknva
Dinas Jabatan paj] Y
gz;iel?ﬁz?:aiasa Jumlah Kendaraan
Biava ’ Dinas Operasional
1.05.0 Pe r1317 eliharaan atau Lapangan 1 1 1
1.2.09 Paiak. dan ’ yang dipelihara 19 | Unit unit 9 unit 9 unit | 100% 9 Unit 19 Unit 100
.0002 PeJr o dan dibayarkan
Kendaraan Dinas pan.ak dan
perizinannya

Operasional atau




Lapangan

1.05.0 | Pemeliharaan Jumlah Aset Tetap

1.2.09 | Aset Tetap Lainnya yang Unit Unit unit unit | 100% Unit Unit
.0007 | Lainnya Dipelihara

1.05.0 | Pemeliharaan Jumlah Peralatan

1.2.09 | Peralatan dan dan Mesin Lainnya Unit unit unit unit | 100% Unit Unit

.0006

Mesin Lainnya

yang dipelihara

Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung
Kantor dan

Bangunan Lainnya
yang dipelihara/
direhabilitasi




Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum melalui

Jumlah  Kasus
Gangguan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum yang

Dicegah Melalui

1.05.0 | Deteksi Dini dan | Deteksi Dini 17 | Lapora 1 Lapora
2.2.01 | Cegah Dini, dan Cegah 9 n P kasus kasus kasus | 100% | 7 | kasus 10 n P 100
.0015 | Pembinaan dan Dini, 9
Penyuluhan, Pembinaan
Pelaksanaan dan Penyuluhan,
Patroli, Pelaksanaan
Pengamanan, dan | Patroli,
Pengawalan Pengamanan,
dan Pengawalan
Jumlah  Kasus
Penindakan atas Gangguan
Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban
Ketenteraman
. Umum
dan Ketertiban
Umum berdasarkan
1.05.0 Berdasarkan Perda dan lapora
2.2.01 Perkada Melalui 3|@pP kasus kasus kasus | 100% | 3 | kasus 1 laporan 100
Perda dan . n
.0016 Penertiban dan

Perkada melalui
Penertiban dan
Penanganan
Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa

Penanganan Unjuk
Rasa dan
Kerusuhan

Massa yang
Dilakukan
Penindakan




Jumlah Dokumen

Koordinasi Hasil Pelaksanaan
Penyelenggaraan | Koordinasi
Ketentraman dan | Penyelenggaraan
1.05.0 | Ketertiban Umum | Ketenteraman,
2.2.01 | serta Ketertiban Umum Doku Doku Doku Doku 0% Dokum Dokum 0
.0003 | Perlindungan dan men men men men en en
Masyarakat Perlindungan
Tingkat Masyarakat
Kabupaten/Kota | Tingkat
Kabupaten /Kota
Jumlah
Dokumen
Pemberdayaan yang Memuat
1.05.0 Perlindungan Hasil
‘A 1 | Masyarakat Pemberdayaan Doku Doku Doku Doku Dokum Dokum
2.2.01 . 100% 100
0004 dalam rangka Perlindungan men men men men en en
Ketentraman dan | Masyarakat
Ketertiban Umum | dalam rangka
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Peningkatan
Kapasitas SDM
Satuan Polisi Jumlah SDM
Pamongpraja dan | Satuan Polisi
Satuan Pamongpraja
1.05.0 Perlindungan dan Satuan
2.2.01 . Orang orang orang orang | 100% orang Orang )
0014 Masyarakat Perlindungan
termasuk dalam Masyarakat
Pelaksanaan yang Ditingkatkan
Tugas yang Kapasitasanya

Bernuansa Hak
Asasi Manusia




Kerjasama antar
Lembaga dan
Kemitraan dalam

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Kerja Sama antar

1.05.0 | Teknik
2.2.01 | Pencegahan dan Leml?aga dan 4 Doku Doku 3 Doku 3 Doku 100% | 4 Dokum 0 Dokum
0006 | Penanganan Kemitraan men men men men en en
’ Ganeouan dalam Teknik
&8 Pencegahan
Ketentraman dan Keiahatan
Ketertiban Umum J
Jumlah Dokumen
Penyusunan SOP | SOP Ketertiban
1.05.0 | Ketertiban Umum | Umum dan
2.2.01 | dan Ketenteraman 1 Elzl;u 1 dotl;?m 0 eDri)kum
.0008 | Ketenteraman Masyarakat yang
Masyarakat Telah Dibuat dan
Dimutakhirkan
Penyediaan Jumlah Laporan
1.05.0 Layanan dalam Penyediaan
RN rangka Dampak Layanan Dampak Lapora lapora lapora Lapora o Lapora Lapora
2.2.01 1 1 1 100% | 1 0
0017 Penegakan Penegakan Perda n n n n n n
' Peraturan Daerah | dan Perkada yang
dan Perkada Terlayani
Penegakan
R Persentase
1.05. | Daerah enaneanan 1 1 100 1
02.2. | Kabupaten/Kota pelan g aran perda 77 % % (0] % (0] % o (0] % 14 %
02 dan Peraturan san Efbu P (0] (0] ° (0]
Bupati/Wali P P
Kota
Sosialisasi Jumlah Laporan
1.05.0 | Penegakan Hasil
9.9 .02 | Peraturan Daerah Pela.ks.ana.an 18 Lapora Lapora | 2 | Lapora | 2 | Lapora 92% 1 | Lapora 1 Lapora
0010 | dan Peraturan Sosialisasi n n 5 n 3 n 8 n n
' Penegakan

Bupati/Wali Kota

Perda/Perkada




kepada
Masyarakat/Kelom
pok
Masyarakat/Pelak
u

Usaha/

Pengawasan atas

Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang

Kepatuhan Dilakukan
1.05.0 | terhadap Terhadap
2.2.02 | Pelaksanaan Kepatuhan Eapora Lal:r’lora 3 Lal:r’lora 3 Lal:r’lora 100% | 3 Lalfr’lora Laf'r’lora
.0012 | Peraturan Daerah | Terhadap
dan Peraturan Pelaksanaan
Bupati/Wali Kota | Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Penanganan Atas
Penanganan atas
Pelanggaran
1.05.0 | Pelanggaran Perat L L L L
9.2.02 | Peraturan Daerah | Leraturan apora apora 4 apora apora
Daerah dan n n n n
.0011 | dan Peraturan Peraturan
Bupati/Wali Kota Gubernur yang
Dapat Ditangani
Sesuai SOP
Pembinaan
1.05. | Penyidik Persentase 1 1 100 1
02.2. | Pegawai Negeri aparatur yang Orang % ) % ) % o ) % %
03 Sipil (PPNS) ikut pelatihan 0] () ? ()

Kabupaten/Kota




1.05.0
2.2.03
.01

1.05.0
3.2.02
.0021

Pengembangan
Kapasitas dan
Karier PPNS

Pengembangan
Kapasitas Tim
Reaksi Cepat
(TRC) Bencana
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas

Pejabat PPNS
dalam
Mendukung
Penyelenggaraan
Ketertiban

Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat

serta

Penegakan

Perda dan Perkada

Jumlah personil
Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan
Bencana (TRC PB)
Kabupaten/Kota
yang berasal dari
lintas sektor yang
memiliki
kompetensi untuk

30

lapora

Orang

lapora

orang

Orang

Lapora

Orang




penanganan awal
darurat bencana

1.05.0
3.2.02
.0028

1.05.0
3.2.03
.01

Pelatihan
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota

Respon Cepat
Kejadian Luar
Biasa Penyakit
wabah zoonosis

Jumlah warga
negara termasuk
kelompok rentan di
kawasan rawan
bencana
Kabupaten/Kota
yang mengikuti
pelatihan
pencegahan dan
mitigasi bencana

Jumlah
Laporan
Koordinasi
Respon Cepat
Kejadian Luar
Biasa
Penyakit/Wabah
Prioritas

80

Orang

S Ul -

orang

(@l I

orang

100%

Orang

Orang




Jumlah Korban
Pencarian, yang Berhasil
Pertolongan dan Ditemukan,
1.05.0 - .
Evakuasi Korban | Ditolong, dan
3.2.03 . .
03 Bencana Dievakuasi Per
' Kabupaten/Kota |Jenis Kejadian
Bencana
PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANG
AN, Cakupan Layanan 1 1 1
01.05 | PENYELAMATAN | Penyelamatan o o o o 100 o o
.04 KEBAKARAN dan Evakuasi 85 % % g % 8 % % g % 2 % 2
DAN korban kebakaran
PENYELAMATAN
NON
KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, Persentase Waktu
Lo=: dan Penanganan | tanggap(respon 96 1 1 100 1
04.2. £ anggaplresp % % |0 % |0| % 0| % 47 % 46
Bahan Berbahaya | time) penanganan | 5 %
01 0] 0] 0)
dan Beracun kebakaran
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah
Dokumen
1.05.0 Pencegahan NSPM
‘'~ ~. | Kebakaran dalam | Pencegahan/Penan Doku Doku | 1 | Doku | 1 | Doku 1 | Dokum Dokum
4.2.01 2 100% 2 50
0001 Daerah ggulangan men men 0 men 0 men 0 en en
) Kabupaten/Kota | Kebakaran

dalam Daerah
Kabupaten /Kota




Setiap Tahunnya

Jumlah Laporan
Hasil

Pelaksanaan
Pemadaman dan )
. Kegiatan
1.05.0 | Pengendalian Kesiapsiagaan Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora
4.2.01 | Kebakaran dalam pslaga 30 | “@P p p p 100% P P 33
Petugas Piket n n n n n n
.0002 | Daerah
Kabupaten/Kota dan Pemadaman
p Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Hasil
Pelaksanaan
Penyelamatan EEE;Z;aS?agaan
1.05.0 | dan Evakuasi
4.2.01 | Korban Pgtugas 40 Doku Doku Doku Doku 100% Dokum Dokum 100
Piket dan men men men men en en
.0003 | Kebakaran dan
Penyelamatan/Eva
Non Kebakaran )
kuasi Saat
Penanggulangan
Kebakaran dan
Non Kebakaran
Pengadaan Jumlah
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
1.05.0 Pencegahan Untuk Pencegahan
4.2.01 ganar, & 6 | Unit unit unit unit | 100% Unit Unit 0
0017 Penanggulangan | dan

Kebakaran dan
Alat Pelindung
Diri

Penanggulangan
Kebakaran dan
Alat Pelindung




Diri yang Sah
dan Legal
Sesuai Standar
Teknis Terkait

Jumlah

Aparatur
Pemadam
Kebakaran yang

Pembinaan Memiliki
1.05.0 Aparatur Sertifikasi 3 3 4
O,
463.0071 Pemadam Keterampilan 12 | Orang orang | o | orang | 4 | orang 100% 5 Orang Orang
' Kebakaran Teknis dan
Analis Dalam
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran
Inspeksi Persentase
1.05. Per‘;latan Inspeksi 10 1 1 100 | 1
04.2. . Peralatan % % o % o % o % %
Proteksi . 0] %
02 Proteksi o o o
Kebakaran
Kebakaran
Jumlah
Dokumen
yang Memuat
Pendataan Data
1.05.0 Sarana Prasarana Bap gunan/Gedung Doku Doku dokum dokum Dokum Dokum
4.2.02 . /Lingkungan 2 2 2 100% | 2
Proteksi men men en en en en
.0001 yang
Kebakaran .
Dipersyaratkan

Harus Memiliki
Sistem Proteksi
Kebakaran




Jumlah

Dokumen
yang Memuat
Data
1.05.0 Penilaian Sarana | Bangunan/Gedung
4'2 0'2 Prasarana /Lingkungan yang 9 Doku 1 dokum 1 dokum 100% | 2 Dokum 0 Dokum
. . . . (0]
0002 Proteksi Memenuh1 men en en en en
Kebakaran Kelaikan Standar
Sarana
Prasarana
Proteksi
Kebakaran
Persentase
Pemberdayaan masyarakat yang
1.05. | Masyarakat mendapatkan 10 1 1 100 1
04.2. | dalam edukasi 0 % % o % o % % o % 20 %
04 Pencegahan pencegahan dan o o o
Kebakaran penanggulangan
kebakaran
Pemberdayaan Jumlah Warga
Masyarakat Masyarakat yang
dalam Mendapatkan
1050 | o iangan | Baukast 20 ! ! 2
4.2.04 Orang S | orang | 5 | orang | 100% | O | Orang 0 Orang
0001 Kebake}ran Pencegahan 0 0 0 0
melalui dan
Sosialisasi dan Penanggulangan
Edukasi Kebakaran Setiap
Masyarakat Tahunnya
g::;;;:l?nggaraan Persentase Sarana
1.05. Pencarian dan dan Prasarana 10 1 1 100 1
04.2. Pertolongan Pencarian dan o % % () % () % % o % o %
05 Pertolongan yang () () 0

terhadap Kondisi
Membahayakan

diadakan




1.05.0
4.2.05
.0005

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pencarian dan
Pertolongan
terhadap Kondisi
Membahayakan
Manusia/Penyela
matan dan
Evakuasi

Jumlah Sarana
dan Prasarana
yang Tersedia
untuk  Pencarian
dan  Pertolongan
Terhadap Kondisi
Membahayakan
Manusia/Penyelam
atan dan Evakuasi
Sesuai dengan
Standar Teknis

Unit

unit

unit

100%

Unit

unit




Evaluasi Renja tahun 2025 Satpol PP melaksanakan 4 Program, 13
Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
> Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
> Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan
Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

> Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum.

> Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Umum.

> Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perkada
b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan :

> Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati/Wali Kota

> Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

2. Program Penanggulangan Bencana
a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
dengan sub kegiatan:
> Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana

Kab/Kota



> Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran
a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

> Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
> Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota.
> Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran.
> Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan
sub kegiatan :
> Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi
masyarakat.
c. Penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap

kondisi membahayakan manusia dengan sub kegiatan :

> Pengadaan sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan
evakuasi

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah dengan subkegiatan :

> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

> Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

> Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.



> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD.
> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
€. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan

sub kegiatan:

> Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD.

> Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD.
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
> Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
> Fasilitasi Kunjungan Tamu
> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
sub kegiatan:
> Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan perlu
menentukan sasaran yang ingin dicapai. Analisis kinerja pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menggunakan indikator yang



mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Rancangan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan periode 2024-
2026 dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan
pelayanan.

Pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah
yang dilaksanakan Satpol PP tentunya menghadapi kompleksitas
permasalahan, terutama di bidang penegakannya. Beberapa hal yang
menjadi kendala antara lain sosialisasi Perda kepada masyarakat belum
dapat optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap Perda masih
sangat kurang sehingga tingkat pelanggaran yang dilakukan cukup tinggi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018 Tentang Standar mutu pelayanan dasar Sub Urusan
Ketentramanan dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati Bangkalan nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka Satpol PP Kabupaten
Bangkalan menyesuaikan beberapa kebijakan pada Program kegiatan
diselaraskan dengan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal yang telah
ditetapkan.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2026,
maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi
tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan
penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan
yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang
telah ditetapkan dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bangkalan. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No

Indikator

SPM / Standar
Nasional

IKK

Target Perubahan
Renstra Perangkat
Daerah

Realisasi

Proyeksi

2024 | 2025 | 2026

2023 | 2024

2025

2026

2027

Catatan
Analisis

2

4

5 6 7

8 9

10

11

12

13

Persentase
penyelenggaraan
Tibumtranmas yang
dilaksanakan oleh
Satpol PP

Jumlah
pengaduan
Pelanggaran
trantibum yang
di
tangani/Jumlah
pengaduan
Pelanggaran
trantibum yang
dilaporkan x
100%

99% | 98% | 98%

98%

98%

98%

98%

Persentase Perda dan
Perkada yang
ditegakkan

Jumlah
Perda/Perkada
yang memuat
sanksi yang
ditegakkan/
Jumlah
keseluruhan
Perda dan
Perkada yang
memuat sanksi
X 100%

100% | 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah PPNS pada
Satpol PP

Jumlah anggota
Satpol PP yang
memiliki
kualifikasi
sebagai PPNS




Presentase SOP yang
tersedia dalam
penegakan Perda dan
perkada serta

Jumlah Mutu Standar
Operasional Prosedur
(SOP) Satpol PP
dalam rangka

Jumlah SOP
yang tersedia
/Jumlah SOP

yang

Penyelenggaraan penegakan dibutuhkan x
I 0,
Tibumtranmas Bg;%%ﬁrgggégﬁ”a 100% 60% | 60% | 70% 60% | 60% | 70% | 70%
Tibumtranmas sesuai
Permendagri 16
Tahun 2023 yang
harus dipenuhi
Persentase Jumlah Jumlah Mutu standar | Jumlah sarana
Sarana prasarana sarana prasarana prasarana yang
minimal yang Satpol PP yang tersedia/Jumlah
digunakan sebagai digunakan sebagai sarana
penunjang dalam penunjang proses Prasarana yang
penegakan perda dan | penyelenggaraan di butuhkan
perkada serta ketertiban umum dan | x100%
penyelenggaraan ketenteraman
ketertiban umum, masyarakat serta 83% | 83% | 87% 83% 83% 87% 87%
ketenteraman penegakan Perda dan
masyarakat dan Perkada yang
perlindungan dilaksanakan oleh
masyarakat Satpol PP yang harus
dipenuhi
Persentase jumlah Jumlah anggota
anggota Satpol PP ASN Satpol PP
yang telah mengikuti yang telah
diklat dasar mengikuti
diklat 28% | 20% | 22% 28% 20% 22% 24%

dasar/Jumlah
Keseluruhan
ASN Satpol PP
X 100%




Persentase warga
negara dan aparatur
yang memperoleh
layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

Jumlah warga
negara dan
aparatur yang
mendapatkan
pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan

terhadap 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100%
bencana/Jumlah
warga negara
yang tinggal di
kawasan rawan
bencana x
100%
Persentase pelayanan | Jumlah mutu tingkat | Jumlah layanan
penyelamatan dan waktu tanggap penyelamatan
evakuasi korban (response time) 15 dan evakuasi
kebakaran menit sejak korban
diterimanya kebakaran di
informasi/laporan kabupaten kota
sampai tiba di lokasi dalam tingkat
dan siap memberikan | waktu 64% | 78% | 80% 64% | 78% | 80% | 80%

layanan penyelamatan
dan evakuasi yang
harus dilayani

tanggap/Total
kejadian
kebakaran di
kabupaten/kota
x 100%




9 | Jumlah standart Jumlah mutu
peningkatan kapasitas | Pemenuhan standar
anggota Satpol PP peningkatan kapasitas
dan anggota anggota Satpol PP
Perlindungan dan anggota
masyarakat dalam Perlindungan
rangka penegakan masyarakat dalam
perda/perkada serta rangka penegakan
penyelenggaraan perda/perkada serta
Tibumtranmas atau penyelenggaraan 97 97 97 97 97 97 97
ASN vyang telah lulus | Tibumtranmas atau
diklat dasar Satpol ASN yang telah lulus
PP** dan satlinmas diklat dasar Satpol
yang telah mengikuti | PP** dan satlinmas
peningkatan kapasitas | yang telah mengikuti
SDM*** peningkatan kapasitas
SDM vyang harus
dipenuhi
10 | Persentase standar Jumlah mutu standar
pelayanan yang pelayanan yang
terkena dampak terkena dampak
gangguan Trantibum | gangguan Trantibum
akibat penegakan akibat penegakan
hukum pelanggaran hukum pelanggaran 0 0 0 0 o o o
Perda/Perkada Perda/Perkada 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100%
terhadap pelayanan terhadap pelayanan
kerugian material kerugian material
yang harus dilayani
11 | Jumlah Standar Jumlah mutu Standar
Operasional Prosedur | Operasional Prosedur
penanganan penanganan
kebakaran, kebakaran, 6 6 11 6 6 11 11

penyelamatan dan
evakuasi

penyelamatan dan
evakuasi yang harus
dipenuhi




12 | Jumlah sarana Jumlah mutu sarana
prasarana pemadam prasarana pemadam
kebakaran kebakaran yang harus 5 5 6 5 5 6 6
dipenuhi
13 | Jumlah standar Jumlah mutu standar
peningkatan kapasitas | peningkatan kapasitas
aparatur pemadam aparatur pemadam
kebakaran dan kebakaran dan
penyelamatan/Sumber | penyelamatan/Sumber 2 3 3 2 3 3 3
Daya Manusia Daya Manusia yang
dipenuhi
14 | Jumlah pelayanan Jumlah mutu
pemadaman, pelayanan
penyelamatan dan pemadaman,
evakuasi bagi warga penyelamatan dan
negara yang menjadi | evakuasi bagi warga 15 20 25 15 20 25 30
korban kebakaran negara yang menjadi
korban kebakaran
yang harus dilayani
15 | Jumlah pelayanan Jumlah mutu
penyelamatan dan pelayanan
evakuasi bagi warga penyelamatan dan
negara yang evakuasi bagi warga
terdampak kebakaran | negara yang 57 20 25 57 20 25 30

terdampak kebakaran
yang harus dilayani




2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-
undang no. 23 tahun 2013 pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus
diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai kepanjangan tangan dari
Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan
ketentraman ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakkan PerDa
dan PerBup serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam
menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, tidak akan
berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan
perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik. Oleh sebab itu
ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan
Polisi Pamong Praja, sehingga pemerintah berkewajiban mendukung
penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan
terciptanya kondisi Tentram, Aman, Tertib serta Perlindungan Masyarakat
yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, permasalahan dan hambatan
dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi
kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka
ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
sebagai berikut :

1. Menjamurnya Pedagang Kaki Lima di tempat terlarang
2. Pemanfaatan lahan milik Pemkab yang dikelola oleh pihak lain

3. Terbatasnya sarana dan prasarana di lapangan serta masih kurang
memadainya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satpol PP (mobil
Patroli sudah berumur, Truk Satpol PP hanya 1, belum memiliki mobil
Rescue utk pelayanan Non Damkar)

4. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal



10.

Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Perda dan
Perkada masih rendah

Pelayanan Pemadaman kebakaran kurang maksimal

Masih memiliki satu pos untuk melayani 18 kecamatan dalam wilayah
Masih belum memiliki beberapa peralatan guna menunjang tugas
pemadam kebakaran dan penyelamatan

Belum maksimal dalam pencapaian standar pelayanan minimal
khususnya pencapaian response time (15 menit)

Belum maksimalnya informasi tentang pentingnya fungsi dan keberadaan

Satlinmas Desa

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1.

Menyediakan Lokasi alternatif yang lebih terstruktur untuk PKL seperti
Pasar Rakyat/ area komersial yang dikelola dengan baik

Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala antar OPD terhadap
pengelolaan lahan oleh pihak lain untuk memastikan kesesuaian dengan
tujuan awal dan peraturan yang berlaku

Mengajukan anggaran untuk pengadaan Sarana dan Prasarana
kendaraan operasional yang memadai kepada Pemkab/pihak terkait
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
penegakan perda dan Perkada melalui Pelatihan dan pelatihan, serta
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang isi dan
pentingnya perda dan perkada untuk meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan

Pemadaman kebakaran terkendala jarak yang berjauhan antar
kecamatan di wilayah Kabupaten Bangkalan

Mengoptimalkan penempatan Pos-Pos Pemadam Kebakaran di lokasi
strategis (utara, selatan dan timur) Kabupaten Bangkalan untuk
meminimalkan waktu tempuh ke area-area yang rawan kebakaran
Mengajukan anggaran serta menentukan prioritas pengadaan peralatan
esensial seperti Alat Pemadam kebakaran, peralatan penyelamatan, dan
perlindungan diri untuk petugas

Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi,

tugas dan pentingnya keberadaan Satlinmas Desa untuk meningkatkan



ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD yang memperhatikan sasaran dan
prioritas pembangunan daerah, maka Rancangan Awal Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 dapat dilihat
pada tabel berikut ini:



Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Program/ Caca
t
No Kegiatan/ Lo Indikator Target Pagu Kegiatan/ Lo Indikator Target Kebutuh | tan
ka . . A Indika ka . . . an Dana | Pent
Sub si Kinerja Capaian tif (Rp) Sub si Kinerja Capaian (Rp) ing
Kegiatan P Kegiatan P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Indeks Program Indeks
Penunjang kepuasaan Penunjang kepuasaan
Urusan layanan 1 Urusan layanan 1
1.05.01 | Pemerinta penunjang o Il;{:e 1?’94582 Pemerinta penunjang o I?;:e 12,170,
h Daerah urusan (0] ? 8’3 h Daerah urusan 0] 391,223
Kabupaten pemerintahan Kabupaten pemerintahan
/ Kota daerah / Kota daerah
Persentase Persentase
tersusunnya tersusunnya
Perencana Perencana
an, Perencanaan, an, Perencanaan,
Pengangga Pznganggarax.l Pengangga Penganggaral?
1.05.01 | ran. dan , dan evaluasi | 1 ran. dan , dan evaluasi | 1
’ . kinerja 0 % 13,899 ¢ . kinerja (0) % 2,545,4
.2.01 Evaluasi Evaluasi
.. Perangkat o 950 | . . Perangkat o 00
Kinerja Kinerja
Daerah Daerah
Perangkat Perangkat
tersusun tersusun
Daerah . Daerah .
sesuai dengan sesuai dengan
aturan aturan
Penyusuna Jumlah Penyusuna Jumlah Ran
n Dokumen | Sa n Dokumen | Sa
1.05.01. Perencanaa | t Dokumen Doku Perencanaa | t Dokumen Doku wal
2.01.00 P | perencanaan 3 3,967, P | perencanaan 3 1,413,30 | renja
01 a ol Perangkat men 1 350 n ol Perangkat men o
Perangkat PP Perangkat PP !
Daerah Daerah Pene
Daerah Daerah tapa




renja
Peru
baha
n
Renj
a
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Koordinasi Sa RKA-SKPD Koordinasi Sa RKA-SKPD
1.05.01. | dan ¢ dan Laporan Doku dan ¢ dan Laporan Doku
2.01.00 |Penyusuna | P |Hasil 2,603, |Penyusuna | | Hasil RKA
ol . . men ol . . men | 65,300
02 n Dokumen PP Koordinasi 050 n Dokumen PP Koordinasi
RKA-SKPD Penyusunan RKA-SKPD Penyusunan
Dokumen Dokumen
RKA-SKPD RKA-SKPD
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Koordinasi Perubahan Koordinasi Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
dan Sa dan Sa RKA
1.05.01. dan Laporan dan Laporan
Penyusuna | tp . Doku Penyusuna | tp . Doku peru
2.01.00 Hasil 1,834, Hasil
n Dokumen | ol . . men n Dokumen | ol . . men | 65,300 baha
03 Koordinasi 300 Koordinasi
Perubahan | PP Pen Perubahan | PP P n
RKA-SKPD yusthan RKA-SKPD cyusunan
Dokumen Dokumen
Perubahan Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
Jumlah Jumlah
Koordinasi Dokumen Koordinasi Dokumen
Sa | DPA-SKPD Sa | DPA-SKPD
1.05.01. | dan t dan Laporan Doku dan t dan Laporan Doku
2.01.00 | Penyusuna P 2P 675,25 | Penyusuna p AP DPA
ol | Hasil men ol | Hasil men | 65,300
04 n DPA- PP | Koordinasi 0 n DPA- PP | Koordinasi
SKPD SKPD
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen




DPA-SKPD DPA-SKPD
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Koordinasi Perubahan Koordinasi Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
dan Sa dan Sa DPA
1.05.01. dan Laporan dan Laporan
Penyusuna | tp . Doku Penyusuna | tp : Doku Peru
2.01.00 Hasil 675,25 Hasil
05 n ol Koordinasi men 0 n ol Koordinasi men | 65,300 baha
Perubahan | PP Penvusunan Perubahan | PP Penvusunan n
DPA-SKPD v DPA-SKPD v
Dokumen Dokumen
Perubahan Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Capaian Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Koordinasi Ikhtisar Koordinasi Ikhtisar
dan Realisasi dan Realisasi
Penyusuna Kinerja Penyusuna Kinerja
n Laporan Sa | SKPD dan n Laporan Sa | SKPD dan
1.05.01. . .
Capaian tp | Laporan Lapor Capaian tp | Laporan Lapor
2.01.00 ) ) ) 2,344, ) . ) LAKI
06 Kinerja dan | ol | Hasil an 750 Kinerja dan | ol | Hasil an 65,300 P
Ikhtisar PP | Koordinasi Ikhtisar PP | Koordinasi
Realisasi Penyusunan Realisasi Penyusunan
Kinerja Laporan Kinerja Laporan
SKPD Capaian SKPD Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Ikhtisar Ikhtisar
Realisasi Realisasi

Kinerja SKPD

Kinerja SKPD




Eval

Jumlah Jumlah uasi
Evaluasi Sa | Laporan Evaluasi Sa | Laporan .
1.05.01. | ;. . . S . Renj
Kinerja tp | Evaluasi Lapor Kinerja tp | Evaluasi Lapor
2.01.00 o 6 1,800, o 6 a,
07 Perangkat ol | Kinerja an | 599 Perangkat ol | Kinerja an | 515,300 LKP
Daerah PP | Perangkat Daerah PP | Perangkat J
Daerah Daerah PPR
G
Jumlah Data Jumlah Data
Statistik Statistik
f’lelaksanaa Sektoral Eelaksanaa Sektoral
1.5.01.2 | Pengumpul Sa | Daerah yang Pengumpul Sa | Daerah yang
tp | Telah tp | Telah
.01.000 |an Data . an Data . 1 | Data
. ol | Dikumpulkan . ol | Dikumpulkan 290,300
9 Statistik S Statistik o
PP | dan Diperiksa PP | dan Diperiksa
Sektoral ) Sektoral )
daerah Lingkup daerah Lingkup
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Administra Persentase Administra Persentase
1.05.01 | 5 Dokumen | 11— |gg7g |8 Dokumen 1,
2.02 Keuangan Administrasi 0] Yo 171.78 Keuangan Administrasi () Yo 8,527,5
= Perangkat Keuangan o 3 ? Perangkat Keuangan o 34,323
Daerah tepat waktu Daerah tepat waktu
Jumlah Jumlah
1.05.01. Per.l.yedlaan Sa Orang. yang | 1 | oran Per'l.yedlaan Sa Orang. yang | 1 | oran
Gaji dan tp | Menerima 8,572, | Gaji dan tp | Menerima
2.02.00 . . 0 | g/bul . .. 1 | g/bul | 8,525,60
01 Tunjangan ol | Gaji dan 0 an 321,78 | Tunjangan ol | Gaji dan 3 an | 4223
ASN PP | Tunjangan 3 ASN PP | Tunjangan ’
ASN ASN




Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
. . Keuangan . . Keuangan
goordma31 Akhir Tahun goordmam Akhir Tahun
an SKPD dan an SKPD dan
Penyusuna | Sa Penyusuna | Sa
1.05.01. n Laporan t Laporan Lapor n Laporan t Laporan Lapor Lapo
2.02.00 P P | Hasil 1 | 2P 5 000, P P | Hasil 1| AP ran
05 Keuangan ol Koordinasi a1 000 Keuangan ol Koordinasi an | 515,050 keua
Akhir PP P Akhir PP P
Tahun LGz;l;rllman Tahun LGz?:r?nan ngan
SKPD P SKPD P
Keuangan Keuangan
Akhir Tahun Akhir Tahun
SKPD SKPD
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Koordinasi Keuangan Koordinasi Keuangan
Bulanan/ Bulanan/
dan . dan .
Triwulanan/ Triwulanan/
Penyusuna Penyusuna
1 Laboran Sa Semesteran 1 Laboran Sa Semesteran
1.05.01. Keurfn an t SKPD  dan 1 | Lapor Keuapn an t SKPD  dan 1 | Lapor
2.02.00 & P | Laporan PO 3850, & P | Laporan POT 11 415,05
Bulanan/ ol . . 8 an Bulanan/ ol . . 8 an
07 . Koordinasi 000 . Koordinasi 0
Triwulanan | PP Triwulanan | PP
/ Penyusunan / Penyusunan
Laporan Laporan
Semesteran Keuangan Semesteran Keuangan
SKPD Bulanan/Triw SKPD Bulanan/Triw
ulanan/Semes ulanan/Semes
teran SKPD teran SKPD
Administra Administra
si Barang Persentase si Barang Persentase
1.05.01 Milik Administrasi 1 Milik Administrasi 1
2' 03' Daerah Barang milik o % 3,300, | Daerah Barang milik o % 1,925,9
- pada daerah PD o 000 pada daerah PD o 50
Perangkat yang tersusun Perangkat yang tersusun
Daerah Daerah




Penyusuna Penyusuna
n Jumlah n Jumlah
Perencanaa Perencanaa
105.01. | n Sa | Rencana q Sa | Rencana
2.03.00 | Kebutuhan | P | Kebutuhan 1 | DoKU | g65 00 | Kebutuhan | P | Kebutuhan p | Doku RKB
ol | Barang men ol | Barang men | 510,900
01 Barang o 0 Barang - MD
Milik PP | Milik Milik PP | Milik
Daerah Daerah SKPD Daerah Daerah SKPD
SKPD SKPD
Rekonsiliasi Jumlah Rekonsiliasi Jumlah
Laporan Laporan
dan e dan e
Penvusuna | Sa Rekonsiliasi Penvusuna | Sa Rekonsiliasi
1.05.01. n Lgu oran t dan Lapor n Lgu oran t dan Lapor Simb
2.03.00 P P 1 Penyusunan 7 | #4POT 19 435, P P! Penyusunan 7 | #4POT 11 415,05 | ada,
Barang ol an Barang ol an
05 - Laporan 000 oy Laporan 0 SKA
Milik PP . Milik PP .
Barang Milik Barang Milik PB
Daerah Daerah
ada SKPD Daerah pada pada SKPD Daerah pada
p SKPD SKPD
Administra Persentase Administra Persentase
si Administrasi si Administrasi
. . 1 . . 1
1.05.01 | Kepegawai Pegawai yang Kepegawai Pegawai yang
eqe . (0] % 75,000 qe . (0] %
.2.05 an terfasilitasi 0 000 an terfasilitasi 0 -
Perangkat layanan ? Perangkat layanan
Daerah kepegawaian Daerah kepegawaian
Pengadaan Jumlah Pengadaan Jumlah
Pakaian Sa Paket Pakaian Sa Paket
1.05.01. | Dinas ¢ Pakaian Dinas ¢ Pakaian
2.05.00 | Beserta OII Dinas 0 | Paket ) Beserta orl) Dinas 0 | Paket )
02 Atribut PP beserta Atribut Pp beserta
Kelengkapa Atribut Kelengkapa Atribut
nnya Kelengkapan nnya Kelengkapan
Pendidikan Jumlah Pendidikan Jumlah
Sa ) Sa .
1.05.01. | dan ¢ Pegawai Oran dan ¢ Pegawai Oran
2.05.00 | Pelatihan orl) Berdasarkan 9 75,000 | Pelatihan 01? Berdasarkan 0 _
09 Pegawai PP Tugas dan g ,000 Pegawai PP Tugas dan g
Berdasarka Fungsi yang Berdasarka Fungsi yang




n Tugas
dan Fungsi

Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan

n Tugas
dan Fungsi

Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan

Persentase Persentase
Administra Penyediaan 1 Administra Penyediaan 1
1.05.01 | si Umum Administrasi 0 % 59,512 si Umum Administrasi 0 % 21,445,
.2.06 Perangkat Umum 0 250 Perangkat Umum 0 550
Daerah Perangkat ? Daerah Perangkat
Daerah Daerah
Jumlah Jumlah
Penyediaan Eaket Penyediaan Paket
omponen Komponen
Komponen . Komponen .
. Sa | Instalasi . Sa | Instalasi
1.05.01. Instalasi tp | Listrik/Penera Instalasi tp | Listrik/Penera
2.06.00 | Listrik/ P 4 | Paket | 1,000, | Listrik/ b 0 | Paket
ol | ngan ol | ngan -
01 Penerangan 000 Penerangan
PP | Bangunan PP | Bangunan
Bangunan Bangunan
Kantor Kantor
Kantor Kantor
yang yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Jumlah
Penyediaan Sa Paket Penyediaan Sa Paket Peny
1.05.01. | Peralatan ¢ Peralatan 1 Peralatan ¢ Peralatan 1 edia
2.06.00 | dan OII dan 5 Paket | 16,795 | dan orl) dan 5 Paket | 11,445,5 | an
02 Perlengkap Perlengkapan ,900 Perlengkap Perlengkapan S0 Tiap
PP PP :
an Kantor Kantor yang an Kantor Kantor yang Triw
Disediakan Disediakan ulan
Jumlah Jumlah
Penyediaan | Sa | Paket Penyediaan | Sa | Paket
1.05.01. Peralatan tp | Peralatan Peralatan tp | Peralatan
2.06.00 B 1 | Paket | 850,00 P 0 | Paket
03 Rumah ol | Rumah 0 Rumah ol | Rumah -
Tangga PP | Tangga yang Tangga PP | Tangga yang
Disediakan Disediakan




Penyediaan | Sa Jumlah Penyediaan | Sa Jumlah Peny
1.05.01. BahB; n ¢ Paket Bahan Bah};n ¢ Paket Bahan edia
2.06.00 an P 1 Logistik 8 | Paket | 9,000, an Pl Logistik Paket | 5,000,00 |an
Logistik ol Logistik ol .
04 Kantor PP Kantor yang 000 Kantor PP Kantor yang 0 Tiap
Disediakan Disediakan Triw
ulan
Penyediaan Jumlah Paket Penyediaan Jumlah Paket
1.05.01 Barang Sa | Barang Barang Sa | Barang
2.06.00 ((i)etakan tp | Cetakan dan 1 Paket | 3,366, Cetakan tp | Cetakan dan Paket
05 an ol | Penggandaan 2 350 dan ol | Penggandaan -
Penggandaa | PP | yang Penggandaa | PP | yang
n Disediakan n Disediakan
Jumlah Jumlah
Penyediaan Dokumen Penyediaan Dokumen
1.05.01 Bahan Sa | Bahan Bacaan Bahan Sa | Bahan Bacaan
.~~~ |Bacaan dan | tp | dan Peraturan Doku Bacaan dan | tp | dan Peraturan Doku
2.06.00 0
06 Peraturan ol | Perundang- men |- Peraturan ol | Perundang- men |-
Perundang- | PP | Undangan Perundang- | PP | Undangan
undangan yang undangan yang
Disediakan Disediakan
Sa Jumlah Sa Jumlah
1.05.01. | Fasilitasi ¢ Laporan 1 | Lapor Fasilitasi ¢ Laporan Labor
2.06.00 | Kunjungan P | Fasilitasi P 3,500, |Kunjungan P | Fasilitasi P
ol . 2 an ol . an |-
08 Tamu Kunjungan 000 Tamu Kunjungan
PP PP
Tamu Tamu
Penyelengg Jumlah Penyelengg Jumlah
araan Sa Laporan araan Sa Laporan
1.05.01. | Rapat ¢ Penyelenggara 4 | Lavor Rapat ¢ Penyelenggara Labor
2.06.00 | Koordinasi 01? an Rapat 0 alil 25,000 | Koordinasi oli an Rapat a€1 5,000,00
09 dan PP Koordinasi dan ,000 dan PP Koordinasi dan 0
Konsultasi Konsultasi Konsultasi Konsultasi
SKPD SKPD SKPD SKPD




Pengadaan Pengadaan
Ba}r.a ng Persentase Ba}r.a ng Persentase
Milik Milik
1.05.01 | Daerah Heacacant . Daerah IV R .
. Barang Milik o % . Barang Milik o %
.2.07 Penunjang D h i o - Penunjang D h i | o -
Urusan aerah sesuai Urusan aerah sesuai
. RKBMD . RKBMD
Pemerinta Pemerinta
h h
1.05.01. | Pengadaan | Sa |Jumlah Unit O | unit Pengadaan | Sa |Jumlah Unit O | unit
2.07.00 | Kendaraan |tp | Kendaraan - Kendaraan |tp | Kendaraan -
02 Dinas ol | Dinas Dinas ol | Dinas
Operasional | PP | Operasional Operasional | PP | Operasional
atau atau atau atau
Lapangan Lapangan yang Lapangan Lapangan yang
Disediakan Disediakan
1.05.01. Sa | Jumlah Paket |O Sa | Jumlah Paket |O
2.07.00 | Pengadaan | tp | Mebel yang - Pengadaan | tp | Mebel yang -
05 Mebel ol | Disediakan Mebel ol | Disediakan
PP unit PP unit
1.05.01. Sa | Jumlah Unit 0 Sg | Jumlah Unit 0
2.07.00 | Pengadaan tp | Aset Tetap - Pengadaan tp | Aset Tetap -
07 Aset Tetap ol | Lainnya yang Aset Tetap ol | Lainnya yang
Lainnya pp | Disediakan unit Lainnya pp | Disediakan unit
Penyediaa Persentase Penyediaa Persentase
n Jasa Penyediaan n Jasa Penyediaan
Penunjang Jasa 1 Penunjang Jasa 1
12.0058.01 Urusan Penunjang o % 3,85(')832) Urusan Penunjang o % 3,527,9
= Pemerinta Urusan (4] pt i Pemerinta Urusan 0 80,000
han Pemerintahan han Pemerintahan
Daerah Daerah Daerah Daerah
Sa Jumlah Sa Jumlah
1.05.01. | Penyediaan ¢ Laporan Labor Penyediaan ¢ Laporan Labor
2.08.00 |Jasa Surat I? Penyediaan 4 P 1,000, |Jasa Surat Ii Penyediaan 0 P
01 Menyurat ° | Jasa Surat a1 000 Menyurat ° | Jasa Surat an- -
PP PP
Menyurat Menyurat




Jumlah Jumlah
Penyediaan Laporar} Penyediaan Laporar_l
Penyediaan Penyediaan Peny
Jasa Sa Jasa Sa .
1.05.01. Komunikasi | t Jasa 1 | Lapor Komunikasi | t Jasa 1 | Lapor edia
2.08.00 P | Komunikasi, POT | 54 000 P | Komunikasi, PO 150,000, | an
, Sumber ol 2 an , Sumber ol 2 an .
02 . Sumber Daya ,000 . Sumber Daya 000 Tiap
Daya Air PP . . o Daya Air PP . .o .
.. Air dan Listrik L Air dan Listrik Triw
dan Listrik dan Listrik
yang yang ulan
Disediakan Disediakan
Jumlah Jumlah
Penyediaan Laporap Penyediaan Laporap
Sa | Penyediaan Sa | Penyediaan
1.05.01. | Jasa Jasa
tp |Jasa 1 | Lapor | 3,527, tp |Jasa 1 | Lapor
2.08.00 | Pelayanan Pelayanan 3,377,98
ol | Pelayanan 2 an | 080,00 ol | Pelayanan 2 an
04 Umum Umum 0,000
PP | Umum Kantor 0] PP | Umum Kantor
Kantor Kantor
yang yang
Disediakan Disediakan
Pemelihara Persen.tase Pemelihara Perser{tase
an Baran Pemeliharaan an Baran Pemeliharaan
o g Barang Milik o g Barang Milik
Milik Milik
1.05.01 | Daerah DRI 1 Daerah DErrl 1
2' 09' Penunian Penunjang (0] % 168,23 Penunian Penunjang 0 % | 88,960,
iy jang Urusan 0 1,800 Jang Urusan 0 000
Urusan . Urusan .
. Pemerintahan . Pemerintahan
Pemerinta Daerah van Pemerinta Daerah van
h Daerah yang h Daerah yang
terlaksana terlaksana
Penyediaan Jumlah Penyediaan Jumlah
Jasa Kendaraan Jasa Kendaraan
Pemelihara Perorangan Pemelihara Perorangan
an, Biaya Sa | Dinas atau an, Biaya Sa | Dinas atau
1.05.01. Pemelihara | t Kendaraan Pemelihara | t Kendaraan
2.09.00 b fc 1 | Unit | 26,371 b Be 0 | Unit
01 an dan ol | Dinas 300 an dan ol | Dinas -
Pajak PP | Jabatan yang ’ Pajak PP | Jabatan yang
Kendaraan Dipelihara Kendaraan Dipelihara
Perorangan dan Perorangan dan
Dinas atau dibayarkan Dinas atau dibayarkan




Kendaraan Pajaknya Kendaraan Pajaknya
Dinas Dinas
Jabatan Jabatan
Penyediaan Penyediaan
Jasa Jumlah Jasa Jumlah
Pemelihara Kendaraan Pemelihara Kendaraan
an, Biaya Dinas an, Biaya Dinas
Pemelihara Sa Operasional Pemelihara Sa Operasional
1.05.01. | an, Pajak, ¢ atau Lapangan an, Pajak, ¢ atau Lapangan
2.09.00 |dan oIi yang Unit | 135,16 |dan 01:1) yang Unit | 88,960,0
02 Perizinan PP Dipelihara 0,000 Perizinan PP Dipelihara 00
Kendaraan dan Kendaraan dan
Dinas dibayarkan Dinas dibayarkan
Operasional Pajak dan Operasional Pajak dan
atau Perizinannya atau Perizinannya
Lapangan Lapangan
1.05.01 Pemelihara | Sa | Jumlah Aset Pemelihara | Sa | Jumlah Aset
oA~ | an Aset tp | Tetap Lainnya . an Aset tp | Tetap Lainnya .
2.09.00 Unit | 5,500, Unit
07 Tetap ol |yang 000 Tetap ol |yang -
Lainnya PP | Dipelihara Lainnya PP | Dipelihara
Pemelihara Sa Jumlah Pemelihara Sa Jumlah
1.05.01. | an ¢ peralatan dan an ¢ peralatan dan
2.09.00 | Peralatan orl) mesin lainnya Unit | 1,200, | Peralatan orl) mesin lainnya Unit |
06 dan Mesin pp | yang 000 dan Mesin pp | yang
Lainnya dipelihara Lainnya dipelihara
Pemehharg . Jumlah Pemehharg . Jumlah
an/Rehabili an/Rehabili
. Sa | Gedung Kantor . Sa | Gedung Kantor
1.05.01. tasi tp | dan Bangunan tasl tp | dan Bangunan
2.09.00 | Gedung b dal gy Unit Gedung b dal gy Unit
ol | Lainnya yang - ol | Lainnya yang -
09 Kantor dan o Kantor dan ..
Baneunan PP | dipelihara/ Baneunan PP | dipelihara/
st direhabilitasi st direhabilitasi
Lainnya Lainnya




PROGRAM PROGRAM
PENINGKA Persentase PENINGKA Persentase
TAN Penyelenggara 8 TAN Penyelenggara 8
1.05.02 | KETENTER an 6 % 665,65 | KETENTER an 6 % 644,018
AMAN DAN Tibumtranma 5,650 | AMAN DAN Tibumtranma ,150
KETERTIB s KETERTIB s
AN UMUM AN UMUM
Penangana Penangana
n n
S Persentase SLL 0L Persentase
Ketentera Ketentera
man dan penangananKs man dan pen;nﬁananK3
. pengaduan . pengaduan
Dot |1 (Ketgertiban, 81 o |s11,69 |Ketertiban (Ketertiban, | o | % | 470,027
.2.01 Umum 6 Umum 6
dalam 1 ketentraman, 5,650 dalam 1 ketentraman, ,150
dan dan
g::‘:; h keindahan) g::l:;h keindahan)
Kabupaten Kabupaten
/Kota /Kota
1.05.02. | Pencegahan Jumlah Kasus Pencegahan Jumlah Kasus
2.01.00 | Gangguan Gangguan Gangguan Gangguan
15 Ketenteram Ketenteraman Ketenteram Ketenteraman
an dan dan Ketertiban an dan dan Ketertiban
Ketertiban Umum yang Ketertiban Umum yang
Umum Dicegah Umum Dicegah
melalui Sa Melalui melalui Sa Melalui
Deteksi ¢ Deteksi Dini 1 Labor Deteksi ¢ Deteksi Dini 1 Labor
Dini dan I; dan Cegah 7 P 150,00 | Dini dan Fl) dan Cegah 7 p 101,500,
Cegah Dini, 1213 Dini, 9| ' 10,000 |Cegah Dini, 1(3)13 Dini, o | & |o00
Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan
dan dan dan dan
Penyuluhan Penyuluhan, Penyuluhan Penyuluhan,
, Pelaksanaan , Pelaksanaan
Pelaksanaa Patroli, Pelaksanaa Patroli,
n Patroli, Pengamanan, n Patroli, Pengamanan,
Pengamana dan Pengamana dan




n, dan Pengawalan n, dan Pengawalan
Pengawalan Pengawalan
Penindakan Jumlah Kasus Penindakan Jumlah Kasus
atas Gangguan atas Gangguan
Gangguan Ketenteraman Gangguan Ketenteraman
Ketenteram . Ketenteram .
dan Ketertiban dan Ketertiban
an dan an dan
; Umum . Umum
Ketertiban Ketertiban
berdasarkan berdasarkan
Umum Umum
Perda dan Perda dan
Berdasarka | Sa Berdasarka | Sa
1.05.02. n Perda t Perkada Lapor n Perda t Perkada Lapor
2.01.00 | T Off Melalui alil 1,500, |5 0151’ Melalui alfr’l 1,500,00
16 Perkada PP Penertiban dan 000 Perkada. PP Penertiban dan 0
. Penanganan . Penanganan
melalui ) melalui i
. Unjuk Rasa . Unjuk Rasa
Penertiban Penertiban
dan dan
dan dan
Kerusuhan Kerusuhan
Penangana Massa van Penangana Massa van
n Unjuk . yang n Unjuk . yang
Dilakukan Dilakukan
Rasa dan ) Rasa dan )
Penindakan Penindakan
Kerusuhan Kerusuhan
Massa Massa
Koordinasi Jumlah Koordinasi Jumlah
Penyelengg Dokumen Penyelengg Dokumen
araan Hasil araan Hasil
Ketentrama Pelaksanaan Ketentrama Pelaksanaan
n dan Sa Koordinasi n dan Sa Koordinasi
1.05.02. | Ketertiban ¢ Penyelenggara Dok Ketertiban ¢ Penyelenggara Dok
2.01.00 | Umum ff an O%U 1 60,000 | Umum Ii an O%U 1 60,000,0
03 serta lgP Ketenteraman, men ,000 serta 1(3)P Ketenteraman, men oo
Perlindung Ketertiban Perlindung Ketertiban
an Umum dan an Umum dan
Masyarakat Perlindungan Masyarakat Perlindungan
Tingkat Masyarakat Tingkat Masyarakat
Kabupaten Tingkat Kabupaten Tingkat




/Kota Kabupaten /Ko /Kota Kabupaten /Ko
ta ta
Pemberday Jumlah Pemberday Jumlah
aan Dokumen aan Dokumen
Perlindung yang Memuat Perlindung yang Memuat
an Sa Hasil an Sa Hasil
1.05.02. | Masyarakat ¢ Pemberdayaan Dokul Masyarakat ¢ Pemberdayaan Doku
2.01.00 | dalam 01[1) Perlindungan men 50,500 | dalam oIi Perlindungan men 50,000,0
04 rangka PP Masyarakat ,000 rangka PP Masyarakat 00
Ketentrama dalam rangka Ketentrama dalam rangka
n dan Ketenteraman n dan Ketenteraman
Ketertiban dan Ketertiban Ketertiban dan Ketertiban
Umum Umum Umum Umum
Penmgkgta Jumlah Penmgkgta Jumlah
n kapasitas n kapasitas
Anggota Satpol Anggota Satpol
SDM SDM
PP dan PP dan
Satuan . Satuan .
.. Satlinmas .. Satlinmas
Polisi yang Polisi yang
1.05.02, | Pamong S8 | Gitingkatkan Pamong Sa | Gitingkatkan
Praja dan tp . Oran Praja dan tp . Oran
2.01.00 ) kapasitas 2,000, . kapasitas
Satlinmas ol g Satlinmas ol g -
14 . SDMnya 000 . SDMnya
melalui PP . melalui PP .
elatihan melalui elatihan melalui
petat Pelatihan petat Pelatihan
teknis teknis Satpol teknis teknis Satpol
Satpol PP PP dan Satpol PP PP dan
dan Satlinmas dan Satlinmas
Satlinmas Satlinmas
1.05.02. | Kerjasama Jumlah Kerjasama Jumlah
2.01.00 | antar Dokumen antar Dokumen
06 Lembaga Sa | Hasil Lembaga Sa | Hasil
dan . tp Pele}ksanaan Doku 240,69 dan . tp Pelgksanaan Doku 053,027,
Kemitraan ol | Kerja Sama men | o - Kemitraan ol | Kerja Sama men | o,
dalam PP | antar ’ dalam PP | antar
Teknik Lembaga dan Teknik Lembaga dan
Pencegahan Kemitraan Pencegahan Kemitraan




dan dalam Teknik dan dalam Teknik
Penangana Pencegahan Penangana Pencegahan
n Kejahatan n Kejahatan
Gangguan Gangguan
Ketentrama Ketentrama
n dan n dan
Ketertiban Ketertiban
Umum Umum
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Penyusuna SOP Penyusuna SOP
n SOP Sa Ketertiban n SOP Sa Ketertiban
1.05.02. | Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan
tp Doku tp Doku
2.01.00 | Umum dan ol Ketenteraman men 2,500, | Umum dan ol Ketenteraman men 2,500,00
08 Ketenteram Masyarakat 000 Ketenteram Masyarakat 0
PP PP
an yang Telah an yang Telah
Masyarakat Dibuat dan Masyarakat Dibuat dan
Dimutakhirka Dimutakhirka
n n
Penyediaan Jumlah Penyediaan Jumlah
Layanan
d Laporan Layanan Laporan
asar . :
Penyediaan dalam Penyediaan
dalam Sa Sa
1.05.02. rancka ¢ Layanan Lapor rangka ¢ Layanan Labor
2.01.00 & b Dampak P 4,500, |Dampak b Dampak P 1,500,00
Dampak ol an ol an
17 Penegakan 000 Penegakan Penegakan 0
Penegakan | PP PP
Peraturan Perda dan Peraturan Perda dan
Perkada yang Daerah dan Perkada yang
Daerah dan Terlayani Perkada Terlayani
Perkada Y y
Penegakan Penegakan
Peraturan Persentase Peraturan Persentase
1.05.02 Daerah penanganan Daerah penanganan
2' 02' Kabupaten pelanggaran % 153,96 | Kabupaten pelanggaran % 169,991
= /Kota dan perda dan 0,000 | /Kota dan perda dan ,000
Peraturan perbup Peraturan perbup
Bupati/Wal Bupati/Wal




i Kota i Kota
Sosialisasi Sosialisasi
Penegakan Sa | jumlah peserta Penegakan Sa | jumlah peserta
1.05.02. | Peraturan ¢ an Lapor Peraturan ¢ an Lapor
2.02.00 |Daerah dan | P | Y816 POT'1 149,46 | Daerah dan | P | Y308 POt | 169,531,
ol | mendapatkan an ol | mendapatkan an
10 Peraturan - . 0,000 Peraturan - . 000
PP | sosialisasi . PP | sosialisasi
kepala Bupati/Wal
daerah i Kota
Pengawasa Pengawasa
n atas n atas
Kepatuhan Kepatuhan
terhadap Sa | jumlah terhadap Sa | jumlah
1.05.02.
2.02.00 Pelaksanaa | tp | penyelenggara Lapor 2 500 Pelaksanaa | tp | penyelenggara Lapor
1'2 ' n Peraturan | ol |an an OE)O > | n Peraturan | ol | an an |-
Daerah dan | PP | pengawasan Daerah dan | PP | pengawasan
Peraturan Peraturan
Kepala Bupati/Wal
daerah i Kota
Penangana Penangana
n atas n atas
Pelanggara | Sa | jumlah Pelanggara | Sa |jumlah
1.05.02.
n Peraturan | tp | penanganan Lapor n Peraturan | tp | penanganan Lapor
2.02.00 2,000,
11 Daerah dan | ol | pelanggaran an | 559 Daerah dan | ol | pelanggaran an | 460,000
Peraturan PP | Perda Peraturan PP | Perda
kepala Bupati/Wal
Daerah i Kota




Pembinaan Pembinaan
Penyidik Penyidik
Pegawai . Pegawai .
1.05.02 | Negeri ol el Oran Neieri o Oran
s aparatur yang | 1 vy aparatur yang | 1 4,000,0
P I ikut pelatihan g |- ARl ikut pelatihan g o0
(PPNS) (PPNS)
Kabupaten Kabupaten
/Kota /Kota
Jumlah Jumlah
Laporan Hasil Laporan Hasil
Pelaksanaan Pelaksanaan
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Kapasitas
Pejabat Pejabat
PPNS dalam PPNS dalam
Pengemban Mendukung Pengemban Mendukung
Sa Sa
1.05.02. | gan tp Penyelenggara Lapor gan tp Penyelenggara Lapor
2.03.00 | Kapasitas ol | an 0 an |- Kapasitas ol |30 1 an 4,000,00
06 dan Karier PP Ketertiban dan Karier PP Ketertiban 0
PPNS Umum PPNS Umum
dan dan
Ketenteraman Ketenteraman
Masyarakat Masyarakat
serta serta
Penegakan Penegakan
Perda dan Perda dan
Perkada Perkada
Persentase Persentase
PROGRAM cakupan 1 PROGRAM cakupan 1
1.05.03 PENANGGU ?enyebar.an 0 % 180,00 PENANGGU ?enyebar.an 0 % 105,000
LANGAN informasi dan 0 0.000 LANGAN informasi dan 0 000
BENCANA edukasi rawan ? BENCANA edukasi rawan ?

bencana

bencana




Pelayanan Persentase Pelayanan Persentase
Pencegaha jumlah Pencegaha jumlah
1.05.03 | ™ dan petugas yang 1 n dan petugasyang | 1
- Kesiapsiag aktif dalam (0] % 180,00 | Kesiapsiag aktif dalam 0 % 105,000
.2.02
aan penanganan o 0,000 |aan penanganan () ,000
Terhadap darurat Terhadap darurat
Bencana bencana Bencana bencana
Jumlah
personil Tim
Reaksi Cepat
penanggulanga
Pengemban n Bencana Pengemban Jumlah
gan (TRCPB) gan Personil
Kapasitas Sa | Kabupaten /Ko Kapasitas Sa
1.05.03. | . . . . TRC yang
Tim Reaksi | tp |ta yang berasal | 3 | Oran Tim Reaksi | tp . 3 | Oran
2.02.00 . q. 5,000, Dikembangkan 5,000,00
Cepat (TRC) | ol | dari lintas 0 g Cepat (TRC) | ol . 0 g
21 000 Kapasitas 0
Bencana PP | sektor yang Bencana PP .
ol Teknis dan
Kabupaten memiliki Kabupaten Manaierialnva
/Kota kompetensi /Kota J y
untuk
penanganan
awal darurat
bencana
Jumlah warga Jumlah warga
negara negara
termasuk termasuk
Pelatihan kelompok Pelatihan kelompok
Pencegahan rentan di Pencegahan rentan di
Sa Sa
1.05.03. | dan ¢ kawasan 3 dan ¢ kawasan 3
2.02.00 | Mitigasi oII rawan bencana o | orang 175,00 | Mitigasi ol? rawan bencana o | orang 100,000,
28 Bencana Kabupaten/Ko 0,000 Bencana Kabupaten /Ko 000
PP PP
Kabupaten ta yang Kabupaten ta yang
/Kota mengikuti /Kota mengikuti
pelatihan pelatihan
pencegahan pencegahan

dan mitigasi

dan mitigasi




bencana bencana

PROGRAM PROGRAM

PENCEGAH PENCEGAH

AN, AN,

PENANGGU Cakupan PENANGGU St

G Layanan IS E D Layanan

PENYELAM Penyelamatan | 8 PENYELAM Penyelamatan | 8
1.05.04 | ATAN dan Evakuasi | 5 % 300,00 ATAN dan Evakuasi | 5 % 321,137

KEBAKAR 0,000 | KEBAKAR ,500

korban korban

seNRREEN kebakaran AN DAN kebakaran

PENYELAM PENYELAM

ATAN NON ATAN NON

KEBAKAR KEBAKAR

AN AN

Pencegaha Pencegaha

n, n,

Pengendali Pengendali

an, an,

Pemadama Pemadama

n, n,

Penyelama Persentase Penyelama Persentase

tan, dan Waktu tan, dan Waktu
1.05.04 | Penangana tanggap(respo 2 Penangana tanggap(respo 2

. 6. % 144,72 . 6. % 166,444
.2.01 n Bahan n time) 5 0.000 | P Bahan n time) 5 100
? ?

Berbahaya penanganan Berbahaya penanganan

dan kebakaran dan kebakaran

Beracun Beracun

Kebakaran Kebakaran

dalam dalam

Daerah Daerah

Kabupaten Kabupaten

/Kota /Kota




Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Pencegahan NSPM Pencegahan NSPM
Kebakaran | Sa | Pencegahan/P Kebakaran | Sa | Pencegahan/P
1.05.04.
5.01.00 dalam tp | enanggulangan Doku 71,031 dalam tp | enanggulangan Doku 08.862.5
01 Daerah ol | Kebakaran men | 53, Daerah ol | Kebakaran men | 5o
Kabupaten | PP | dalam Daerah ’ Kabupaten | PP | dalam Daerah
/Kota Kabupaten /Ko /Kota Kabupaten /Ko
ta Setiap ta Setiap
Tahunnya Tahunnya
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Pemadama Hasil Pemadama Hasil
n dan Pelaksanaan n dan Pelaksanaan
Pengendalia Kegiatan Pengendalia Kegiatan
Sa . . Sa . .
1.05.04. | n ¢ Kesiapsiagaan Lapor n ¢ Kesiapsiagaan Labor
2.01.00 | Kebakaran Ii Petugas P 33,700 | Kebakaran Fl) Petugas p 118,830,
02 dalam lgP Piket dan an ,000 dalam IFC’)P Piket dan an 000
Daerah Pemadaman Daerah Pemadaman
Kabupaten Kebakaran Kabupaten Kebakaran
/Kota dalam Daerah /Kota dalam Daerah
Kabupaten /Ko Kabupaten /Ko
ta ta
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Hasil Hasil
Penyelamat Pelaksanaan Penyelamat Pelaksanaan
an dan Kegiatan an dan Kegiatan
. Sa . . . Sa . .
1.05.04. | Evakuasi tp Kesiapsiagaan Doku Evakuasi tp Kesiapsiagaan Doku
2.01.00 | Korban 1 Petugas 22,150 | Korban 1 Petugas 10,000,0
03 Kebakaran lgP Piket men ,000 Kebakaran 1(3)P Piket men oo
dan Non dan dan Non dan
Kebakaran Penyelamatan/ Kebakaran Penyelamatan/
Evakuasi Evakuasi
Saat Saat
Penanggulanga Penanggulanga




n Kebakaran

n Kebakaran

dan Non dan Non
Kebakaran Kebakaran
Jumlah Jumlah
Sarana Sarana
Pengadaan gan Pengadaan dan
rasarana Prasarana
Sarana dan Sarana dan
Untuk Untuk
Prasarana Prasarana
Pencegahan Pencegahan
Pencegahan Pencegahan
1.05.04 Sa | dan Sa | dan
2.01.00 | Penanggula tp | Penanggulanga Unit | 6,570, | Penanggula tp | Penanggulanga Unit | 3,831,60
ol | n Kebakaran ol | n Kebakaran
17 ngan 768 ngan 0
PP | dan Alat PP | dan Alat
Kebakaran Pelindun Kebakaran Pelindun
dan Alat Diri yangg dan Alat Diri yangg
g?ilindung Sah dan Eilindung Sah dan
Legal Sesuai Legal Sesuai
Standar Standar
Teknis Terkait Teknis Terkait
Jumlah Jumlah
Aparatur Aparatur
Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
Pembinaan | Sa | Y208 Men.nhkl Pembinaan | Sa |Yo08 Men.uhkl
1.05.04. Aparatur ¢ Sertifikasi Oran Aparatur ¢ Sertifikasi Oran
2.01.00 p b Keterampilan 11,268 p p Keterampilan 4,920,00
Pemadam ol . g Pemadam ol . g
07 Teknis dan ,000 Teknis dan 0
Kebakaran PP . Kebakaran PP .
Analis Dalam Analis Dalam
Pencegahan Pencegahan
dan dan
Penanggulanga Penanggulanga

n Kebakaran

n Kebakaran




. Persentase . Persentase
TG Inspeksi ek Inspeksi
1.05.04 | Peralatan p 100 Peralatan P 100
. Peralatan 2,090, . Peralatan 1,096,4
.2.02 Proteksi . % Proteksi . %
Kebakaran Proteksi 000 Kebakaran Proteksi 00
Kebakaran Kebakaran
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
yang yang
Memuat Memuat
Data Data
Pendataan Sa Bangunan/Ge Pendataan Sa Bangunan/Ge
1.05.04. | Sarana ¢ dung/Lingkun Doku Sarana ¢ dung/Lingkun Doku
2.02.00 | Prasarana b gan 1,360, | Prasarana b gan
. ol men . ol men | 846,400
01 Proteksi PP yang 000 Proteksi Pp yang
Kebakaran Dipersyaratka Kebakaran Dipersyaratka
n Harus n Harus
Memiliki Memiliki
Sistem Sistem
Proteksi Proteksi
Kebakaran Kebakaran
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
yang yang
Memuat Memuat
Penilaian Data. Penilaian Data
Sa | Bangunan/Ge Sa | Bangunan/Ge
1.05.04. | Sarana tp | dung/Lingkun Doku Sarana tp | dung/Lingkun Doku
2.02.00 | Prasarana b g g 730,00 | Prasarana p g g
. ol | gan yang men . ol | gan yang men | 250,000
02 Proteksi ) 0 Proteksi )
PP | Memenuhi PP | Memenuhi
Kebakaran ) Kebakaran )
Kelaikan Kelaikan
Standar Standar
Sarana Sarana
Prasarana Prasarana
Proteksi Proteksi




Kebakaran Kebakaran
Persentase Persentase
Pemberday masyarakat Pemberday masyarakat
aan yang aan yang
1.05.04 Masyaraka mendapatkan |1 Masyaraka mendapatkan |1
2' o 4 t dalam edukasi 0 | % 150,00 | t dalam edukasi 0 | % 150,000
= Pencegaha pencegahan o 0,000 | Pencegaha pencegahan o ,000
n dan n dan
Kebakaran penanggulang Kebakaran penanggulang
an kebakaran an kebakaran
Pemberday Jumlah Pemberday Jumlah
aan Warga aan Warga
Masyarakat & Masyarakat
Masyarakat Masyarakat
dalam yang dalam yang
Pencegahan Mendapatkan Pencegahan Mendapatkan
dan Sa R dan Sa R
1.05.04. Penanceula | t Sosialisasi 2 Oran Penancoula | t Sosialisasi 2 Oran
2.04.00 | 0 g8 . | Edukasi 0 |~ | 150,00 | A0 g8 o | Edukasi 0 |~ | 150,000,
01 Kebakaran | PP Pencegahan 0 0,000 Kebakaran | PP Pencegahan 0 000
. dan . dan
melalui p 1 melalui p 1
Sosialisasi changsuianga Sosialisasi cnangguianga
n Kebakaran n Kebakaran
dan Setia dan Setia
Edukasi Tahurr)ln a Edukasi TahuII)ln a
Masyarakat y Masyarakat y
Penyelengg Penyelengg
araan araan
Operas.1 Persentase Operas.l Persentase
Pencarian Pencarian
Sarana dan sarana dan
1.05.04 e Prasarana 1 cEn rasarana 1
S Pertolonga . 0 | % 3,190, | Pertolonga P . 0 % 3,597,0
.2.05 Pencarian dan pencarian dan
n terhadap o 000 n terhadap o 00
. . Pertolongan . pertolongan
Lo i ang diadakan L b ang diadakan
Membahay yang Membahay yang
akan akan
Manusia Manusia




Jumlah Jumlah
Sarana dan Sarana dan
Pengadaan Prasarana Pengadaan Prasarana
Sarana dan yang Sarana dan yang
Prasarana Tersedia untuk Prasarana Tersedia untuk
Pencarian Pencarian Pencarian Pencarian
dan dan dan dan
Pertolongan | Sa | Pertolongan Pertolongan | Sa | Pertolongan
1.05.0%. | thada tp | Terhad terhad tp | Terhad
2.05.00 | % P b | Jernadap Unit | 3,190, |.crhadap b | Jerhacap Unit | 3,597,00
05 ondisi ol | Kondisi 000 Kondisi ol | Kondisi 0
Membahay | PP | Membahayaka Membahay | PP | Membahayaka
akan n akan n
Manusia/P Manusia/Peny Manusia/P Manusia/Peny
enyelamata elamatan dan enyelamata elamatan dan
n dan Evakuasi n dan Evakuasi
Evakuasi Sesuai dengan Evakuasi Sesuai dengan
Standar Standar
Teknis Teknis
13,625 13,240,
TOTAL 851,4 TOTAL 546,873
33 .00




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan dalam hasil kajian
terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota. Dari wuraian diatas, tidak ada usulan pemangku
kepentingan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bangkalan.



Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No Program Lokasi Indikator Besara Catatan
/ Kinerja n/Volu
Kegiata me
n/Sub
Kegiata
n
(1) (2) (3) (4) (S) (6)

NIHIL




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP

a. Tujuan
Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis
adalah “Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan
bermasyarakat”.

b. Sasaran
Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bangkalan menentukan sasaran utama pelaksanaan
tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Sebagai Berikut:
a) Penguatan Penegakan Trantibumlinmas
b) Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara

respon time

c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

3.2. Matriks Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

Tema Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta
Ekonomi yang Produktif dan Inklusif' yang ditetapkan Prioritas Nasional
sebagai berikut:
Prioritas Nasional 1:
Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM).
Prioritas Nasional 2:
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Prioritas Nasional 3:
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan

kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan



industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra
produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas Nasional 4:

Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (sdm), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta

penguatan peran perempuan, pemuda

(generasi millenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 5:

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber
daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas Nasional 6:

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas Nasional 7:

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan
penyelundupan.

Prioritas Nasional 8:

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk

mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan arah pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026
yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan
wilayah strategis dan peningkatan produktivitas menuju kemandirian

pangan dan energi” dengan ditetapkan Prioritas sebagai berikut:

Prioritas Provinsi 1:

Jatim Sejahtera - Mempercepat pengentasan kemiskinan dan
pengurangan Ketimpangan.

Prioritas Provinsi 2:

Jatim Kerja — Memperluas lapangan kerja yang berkualitas.

Prioritas Provinsi 3:

Jatim Cerdas - Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang

berkualitas, merata dan berkeadilan.



Prioritas Provinsi 4:

Jatim Sehat - Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang
berkualitas, merata, mudah diakses dan Berkeadilan.

Prioritas Provinsi 5:

Jatim Akses — Memperkuat Infrastruktur Konektivitas antar wilayah dan
intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
Prioritas Provinsi 6:

Jatim Berkah Amanah - Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola
pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya guna dan Partisipatif.
Prioritas Provinsi 7:

Jatim Agro - Meningkatkan Kesejahteraan petani, peternak, dan
nelayan.

Prioritas Provinsi 8:

Jatim Harmoni — menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis dan
inklusif.

Prioritas Provinsi 9:

Jatim Lestari - Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam

mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun

2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43

Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan,

bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Perubahan arah kebijakan tersebut disinergikan dengan prioritas

nasional sebagai berikut:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;

d. Pengendalian inflasi daerah;

e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;

f. Dukungan swasembada pangan;



g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam

mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha

mikro, kecil dan menenngah (UMKM).

Proritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung Program

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional:.

2.

3.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

Prioritas Provinsi:

Jatim Harmoni - menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis
dan inklusif.

Jatim Lestari — Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam

mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Prioritas Kabupaten:

o Bangkalan Sejahtera (Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Prima
dan Lebih Baik)

e Bangkalan Melayani (Penyelenggaraan birokrasi yang prima,

berkualitas, dan transparan).



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah

Realisa Tarset Realisa Tarset
. Indikator si g . Indikator si g Ket
Uraian Kinerja Uraian Kinerja 202 | 202
J 2024 | 2025 | 2026 J 2024 | ¢ 5
Meningkatn | Indeks
Persentase
ya Penyelenggar enurunan
ketenterama | aan Penguatan gelanggara
n dan Ketenteraman 79.8 | Penegakan o 8.02 | 8.72
ketertiban dan 79:53 | 79.75 5 | Trantibumli | * terhadap 7:95% % %
. . trantibum
kehidupan Ketertiban nmas
dan perda/
bermasyara | Umum erkada
kat (IPKKU) p
Peningkatan | Persentase
penanganan | pelayanan
dan penyelamat 6.5
penyelamata | an dan 80.5% o 88%
: Yo
n kebakaran | evakuasi
secara korban
respon time | kebakaran
Meningkatn
ya tata
kelola Nilai SAKIP 60.30 61.2 | 61.8
penyelengga | PD ' S S
raan urusan
Trantibum
Indeks
Kepuasan 88,00 86'8 86';
Masyarakat




Tabel 3.2

Matriks Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

N PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATA RENJA KETER
(o) Nasi 1 Provinsi D h N/ INDIKATOR 2026 ANGAN
asiona rovinsi aera SUB KEGIATAN
Program Penunjang |Indeks kepuasaan
I Urusan Pemerintah layanan penunjang 12,170,391
Daerah Kabupaten / | urusan pemerintahan
»223
Kota daerah
Jatim
Memperkok | Harmoni - Bangkalan
oh ideologi | Menjaga Melayani, Persentase tersusunnya
Pancasila, Terwujudny | Penyelenggar | Perencanaan, Perencanaan,Penganggar
1 demokrasi, |a aan birokrasi | Penganggaran, dan an, dan evaluasi kinerja
dan hak Masyarakat | yang prima, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,545,400
asasi yang berkualitas, Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan
manusia Harmonis dan aturan
(HAM). dan transparan
Inklusif.
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasﬂa,. Menjaga Peny.elengge.lra Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Rp
1 . Perencanaan Perencanaan Perangkat
dan hak Masyarakat |yang prima, 1,413,300
. . Perangkat Daerah Daerah
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan




Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani, K
Pancasila Menjaga Penyelenggara Jumlah Dokumen RKA-
. Jag Y 82 Koordinasi dan SKPD dan Laporan
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi ) : ) Rp
. Penyusunan Dokumen | Hasil Koordinasi
dan hak Masyarakat |yang prima, 65,300
. . RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
asasi yang berkualitas,
. . RKA-SKPD
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani, Jumlah Dokumen
Pancasila, Menjaga Penyelenggara . . Perubahan RKA-SKPD
. : . . Koordinasi dan .
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi dan Laporan Hasil Rp
. Penyusunan Dokumen . .
dan hak Masyarakat |yang prima, Koordinasi Penyusunan 65,300
. . Perubahan RKA-SKPD
asasi yang berkualitas, Dokumen Perubahan
manusia Harmonis dan RKA-SKPD
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila Menjaga Penyelenggara Jumlah Dokumen DPA-
., Jag Y 89 Koordinasi dan SKPD dan Laporan
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi . . ) Rp
. Penyusunan DPA- Hasil Koordinasi
dan hak Masyarakat |yang prima, 65,300
. . SKPD Penyusunan Dokumen
asasi yang berkualitas,
. . DPA-SKPD
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani, Jumlah Dokumen
Pancasila, Menjaga Penyelenggara . . Perubahan DPA-SKPD
: : . . Koordinasi dan )
demokrasi, Terwujudnya | an birokrasi Penvusunan dan Laporan Hasil Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, . Koordinasi Penyusunan 65,300
. . Perubahan DPA-SKPD
asasi yang berkualitas, Dokumen Perubahan
manusia Harmonis dan DPA-SKPD
(HAM). dan Inklusif. | transparan




Jumlah Laporan

Memperkoko | Jatim Bangkalan ) S
. . . . Capaian Kinerja dan
h ideologi Harmoni - Melayani, . . . L
. . Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Pancasila, Menjaga Penyelenggara .
. : . . Penyusunan Laporan | Kinerja SKPD dan
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi . L . Rp
. Capaian Kinerja dan Laporan Hasil
dan hak Masyarakat |yang prima, . L . . 65,300
. . Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan
asasi yang berkualitas, Kineri ) ..
. . inerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
manusia Harmonis dan . L
(HAM) dan Inklusif. | transparan dan Ikhtisar Realisasi
' ' Kinerja SKPD
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila, Menjaga Penyelenggara Jumlah  Laporan
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, Perangkat Daerah Perangkat 515,300
asasi yang berkualitas, Daerah
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila, Menjaga Penyelenggara | Pelaksanaan
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Pengumpulan Data o Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik 290,300
asasi yang berkualitas, daerah Sektora} Daerah yang
manusia Harmonis dan Te':lah.leur.npulkan dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah
Jatim
Memperkok | Harmoni - Bangkalan
oh ideologi | Menjaga Melayani,
Z::lnc:l:::tas’i ':erwujudny :::};‘:iilll{%i:: Administrasi Persentase Dokumen
i . Keuangan Perangkat | Administrasi Keuangan 8,527,534,
dan hak Masyarakat | yang prima,
. . Daerah tepat waktu 323
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan
(HAM). dan transparan

Inklusif.




Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasﬂa,. Menjaga Penyelengga}ra ' ) Jumlah Orang yang | Rp
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Penyediaan Gaji dan . =
9 . 4 Menerima Gaji dan | 8,525,604,2
dan hak Masyarakat |yang prima, Tunjangan ASN .
. . Tunjangan ASN 23
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
M(.emperk.oko Jatim . Bangkalgn Jumlah Laporan
h ideologi Harmoni - Melayani, Keuanoan Akhir Tahun
Pancasila, Menjaga Penyelenggara | Koordinasi dan SKPD gan Laporan
10 demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Penyusunan Laporan Hasil Koor dirll)asi Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, Keuangan Akhir Penvusunan Laporan 515,050
asasi yang berkualitas, Tahun SKPD Keu}:rll an Akhillro Tahun
manusia Harmonis dan SKPD g
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan “I?elggihan Laporan
h ideologi Harmoni - Melayani, . . g .
. . Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Pancasila, Menjaga Penyelenggara
: X . . Penyusunan Laporan | Semesteran SKPD dan
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi . . Rp
11 . Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi
dan hak Masyarakat |yang prima, . 1,415,050
. . Triwulanan/ Penyusunan Laporan
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan Semesteran SKPD Keuangan
. Bulanan/Triwulanan/Se
(HAM). dan Inklusif. | transparan mesteran SKPD
Jatim
Memperkok | Harmoni - Bangkalan
oh ideologi | Menjaga Melayani,
Pancasﬂa,. Terwujudny Penytflengga? Administrasi Barang | Persentase Administrasi
demokrasi, |a aan birokrasi eqs .1
3 . Milik Daerah pada Barang milik daerah PD
dan hak Masyarakat | yang prima, 1,925,950
. . Perangkat Daerah yang tersusun
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan
(HAM). dan transparan

Inklusif.




Memperkoko | Jatim Bangkalan

h ideologi Harmoni - Melayani,

Pancasila, Menjaga Penyelenggara | Penyusunan Jumlah Rencana
12 demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Perencanaan Kebutuhan Barang Rp

dan hak Masyarakat |yang prima, Kebutuhan Barang Milik 510,900

asasi yang berkualitas, Milik Daerah SKPD Daerah SKPD

manusia Harmonis dan

(HAM). dan Inklusif. | transparan

Memperkoko | Jatim Bangkalan

h ideologi Harmoni - Melayani,

. . e . Jumlah Laporan
Pancasila, Menjaga Penyelenggara | Rekonsiliasi dan e
. ; . . Rekonsiliasi dan

demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Penyusunan Laporan Rp
13 . . Penyusunan Laporan

dan hak Masyarakat |yang prima, Barang Milik Daerah o 1,415,050

. . Barang Milik Daerah
asasi yang berkualitas, pada SKPD
. . pada SKPD
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Jatim

Memperkok | Harmoni - Bangkalan

oh ideologi | Menjaga Melayani,

Pancasila, Terwujudny | Penyelenggar . . Persentase Administrasi

. . . | Administrasi X

demokrasi, |a aan birokrasi . Pegawai yang
4 . Kepegawaian v .

dan hak Masyarakat | yang prima, terfasilitasi layanan -

. . Perangkat Daerah .

asasi yang berkualitas, kepegawaian

manusia Harmonis dan

(HAM). dan transparan

Inklusif.

Memperkoko | Jatim Bangkalan

h ideologi Harmoni - Melayani,

Pancasﬂa,. Menjaga Peny.elengge.lra Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian

demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi . . . . Rp
14 . Dinas Beserta Atribut | Dinas beserta Atribut

dan hak Masyarakat |yang prima, Kelenekapannva Kelenekapan -

asasi yang berkualitas, gLap y gLap

manusia Harmonis dan

(HAM). dan Inklusif. | transparan




Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila, Menjaga Penyelenggara | Pendidikan dan Jumlah Pegawai
15 demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti -
asasi yang berkualitas, dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Jatim
Memperkok | Harmoni - Bangkalan
oh ideologi | Menjaga Melayani,
Pancasila,. Terwujudny Peny?lenggaf - . Persentase Penyediaan
5 demokrasi, |a aan birokrasi | Administrasi Umum Administrasi Umuam
dan hak Masyarakat | yang prima, Perangkat Daerah 21,445,550
. . Perangkat Daerah
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan
(HAM). dan transparan
Inklusif.
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani, Jumlah Paket
Pancasila, Menjaga Penyelenggara | Penyediaan Komponen | Komponen
16 demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Instalasi Listrik/ Instalasi Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, Penerangan Bangunan | Listrik/Penerangan -
asasi yang berkualitas, Kantor Bangunan Kantor
manusia Harmonis dan yang Disediakan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila,. Menjaga Peny.elengge.lra Penyediaan Peralatan Jumlah Paket
17 demokrasi, | Terwujudnya | an b1rol.<ra51 dan Perlengkapan Peralatan dan Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, Perlengkapan 11,445,550
. . Kantor . .
asasi yang berkualitas, Kantor yang Disediakan
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan




Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila, Menjaga Penyelenggara Jumlah Paket
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Penyediaan Peralatan | Peralatan Rumah Rp
18 .
dan hak Masyarakat |yang prima, Rumah Tangga Tangga yang -
asasi yang berkualitas, Disediakan
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasﬂa,. Menjaga Penyelengga}ra . Jumlah Paket Bahan
19 demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Penyediaan Bahan Logistik  Kantor an Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, Logistik Kantor SISt yang 5,000,000
. . Disediakan
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila, Menjaga Penyelenggara . Jumlah Paket Barang
: : . . Penyediaan Barang
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Cetakan dan Rp
20 . Cetakan dan
dan hak Masyarakat |yang prima, Penggandaan -
. . Penggandaan ..
asasi yang berkualitas, yang Disediakan
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila, Menjaga Penyelenggara . Jumlah Dokumen Bahan
: : . . Penyediaan Bahan
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Bacaan dan Peraturan Rp
21 . Bacaan dan Peraturan
dan hak Masyarakat |yang prima, Perundang-Undangan -
. . Perundang-undangan . o,
asasi yang berkualitas, yang Disediakan
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan




Memperkoko | Jatim Bangkalan

h ideologi Harmoni - Melayani,

Pancasila, Menjaga Penyelenggara

demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi | Rp
22 . .

dan hak Masyarakat |yang prima, Tamu Kunjungan Tamu -

asasi yang berkualitas,

manusia Harmonis dan

(HAM). dan Inklusif. | transparan

Memperkoko | Jatim Bangkalan

h 1deolqg1 Harrponl - Melayani, Jumlah Laporan

Pancasila, Menjaga Penyelenggara

. ; . . Penyelenggaraan Penyelenggaraan

demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi . . Rp

23 dan hak Masyarakat ang prima Rapat Koordinasi dan | Rapat 5,000,000
. y yang prima, Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi ’ ’
asasi yang berkualitas,
. . SKPD
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Jatim

Memperkok | Harmoni - Bangkalan

oh ideologi | Menjaga Melayani,

Pancas:la,‘ Terwujudny Penycflenggaf Penyet.haan Jasa Persentase Penyediaan

demokrasi, |a aan birokrasi | Penunjang Urusan .
6 . . Jasa Penunjang Urusan 3,527,980,

dan hak Masyarakat | yang prima, Pemerintahan .

2 2 Pemerintahan Daerah 000

asasi yang berkualitas, Daerah

manusia Harmonis dan

(HAM). dan transparan

Inklusif.

Memperkoko | Jatim Bangkalan

h ideologi Harmoni - Melayani,

Pancasila, Menjaga Penyelenggara Jumlah Laporan

demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Penyediaan Jasa Surat | Penyediaan Jasa Rp
24 .

dan hak Masyarakat |yang prima, Menyurat Surat -

asasi yang berkualitas, Menyurat

manusia Harmonis dan

(HAM). dan Inklusif. | transparan




Memperkoko | Jatim Bangkalan
h 1deolqg1 Harr_nom - Melayani, Jumlah Laporan
Pancasila, Menjaga Penyelenggara . .
i : . : Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi . o Rp
25 . Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber
dan hak Masyarakat |yang prima, . s : L 150,000,000
. . Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
asasi yang berkualitas, Y
. . Disediakan
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h 1deolqg1 Harrponl - Melayani, Jumlah Laporan
Pancasila, Menjaga Penyelenggara . .
. : . . Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Rp
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi
26 . Pelayanan Umum Pelayanan 3,377,980,0
dan hak Masyarakat |yang prima,
. . Kantor Umum Kantor yang 00
asasi yang berkualitas, S
. . Disediakan
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Jatim
Memperkok | Harmoni - Bangkalan
oh ideologi | Menjaga Melayani, .
3 7 . Persentase Pemeliharaan
Pancasila, Terwujudny | Penyelenggar | Pemeliharaan Barang ors
. . . o Barang Milik Daerah
- demokrasi, |a aan birokrasi | Milik Daerah Penunjang Urusan
dan hak Masyarakat | yang prima, Penunjang Urusan . 88,960,000
2 2 ¢ Pemerintahan Daerah
asasi yang berkualitas, Pemerintah Daerah
. . yang terlaksana
manusia Harmonis dan
(HAM). dan transparan
Inklusif.
Memperkoko | Jatim Bangkalan .
. . . . Penyediaan Jasa
h ideologi Harmoni - Melayani, . . Jumlah Kendaraan
. . Pemeliharaan, Biaya .
Pancasila, Menjaga Penyelenggara . Perorangan  Dinas
. : . . Pemeliharaan dan .
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi . atau Kendaraan Dinas Rp
27 . Pajak Kendaraan
dan hak Masyarakat |yang prima, . Jabatan yang -
. . Perorangan Dinas Y
asasi yang berkualitas, . Dipelihara dan
. . atau Kendaraan Dinas . .
manusia Harmonis dan Jabatan dibayarkan Pajaknya
(HAM). dan Inklusif. | transparan




Memperkoko | Jatim Bangkalan .
. . . . Penyediaan Jasa
h ideologi Harmoni - Melayani, . : Jumlah Kendaraan
. . Pemeliharaan, Biaya . .
Pancasila, Menjaga Penyelenggara . . Dinas  Operasional
: : . : Pemeliharaan, Pajak,
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi .. atau Lapangan yang Rp
28 . dan Perizinan o
dan hak Masyarakat |yang prima, . Dipelihara dan 88,960,000
. . Kendaraan Dinas . .
asasi yang berkualitas, . dibayarkan Pajak dan
. . Operasional atau Y,
manusia Harmonis dan Lapansan Perizinannya
(HAM). dan Inklusif. | transparan pang
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila, Menjaga Penyelenggara
29 demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi Pemeliharaan Aset Jumlah Aset Tetap Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, Tetap Lainnya Lainnya yang Dipelihara |-
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasﬂa,. Menjaga Penyelengga}ra Pemeliharaan Jumlah peralatan dan
demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi . . : Rp
30 . Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang
dan hak Masyarakat |yang prima, . . -
. . Lainnya dipelihara
asasi yang berkualitas,
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
Memperkoko | Jatim Bangkalan
h ideologi Harmoni - Melayani,
Pancasila, Menjaga Penyelenggara | Pemeliharaan/Rehabil | Jumlah Gedung Kantor
31 demokrasi, | Terwujudnya | an birokrasi itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp
dan hak Masyarakat |yang prima, dan Bangunan yang dipelihara/ -
asasi yang berkualitas, Lainnya direhabilitasi
manusia Harmonis dan
(HAM). dan Inklusif. | transparan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase
II KETENTERAMAN Penyelenggaraan 644,018,15
DAN KETERTIBAN Tibumtranmas 0

UMUM







Memperkuat

Jumlah Laporan

penyelarasa Gangguan Ketenteraman
n kehidupan dan Ketertiban Umum
yang yang Dicegah Melalui
harmonis Deteksi Dini dan Cegah
dengan Pencegahan Gangguan | Dini, Pembinaan dan
lingkungan |Jatim Ketenteraman dan Penyuluhan, Patroli,
. Bangkalan .
alam dan Harmoni - . Ketertiban Umum Pengamanan, dan
: Sejahtera, . e
budaya, Menjaga : melalui Deteksi Dini Pengawalan
. Mewujudkan .

39 serta Terwujudnya Pelayanan dan Cegah Dini, Rp
peningkatan | Masyarakat Sosial van Pembinaan dan 101,500,000
toleransi yang . yang Penyuluhan,

. Prima dan .
antarumat Harmonis . . Pelaksanaan Patroli,
. Lebih Baik
beragama dan Inklusif Pengamanan, dan
untuk Pengawalan
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur
Memperkuat Jumlah Laporan
penyelarasa Gangguan Ketenteraman
n kehidupan dan Ketertiban Umum
yang berdasarkan Perda dan
harmonis . Perkada Melalui
Penindakan atas .
dengan . Penertiban dan
. Jatim Gangguan .

lingkungan . Bangkalan Penanganan Unjuk Rasa

Harmoni - . Ketenteraman dan
alam dan . Sejahtera, . dan Kerusuhan Massa

Menjaga . Ketertiban Umum .
budaya, : Mewujudkan yang Dilakukan

33 | serta Terwujudnya Pelayanan Berdasarkan Perda Penindakan Rp
. Masyarakat . dan Perkada melalui 1,500,000
peningkatan Sosial yang .
. yang . Penertiban dan

toleransi . Prima dan )
antarumat Harmonis Lebih Baik Penanganan Unjuk

dan Inklusif Rasa dan Kerusuhan
beragama

Massa

untuk
mencapai
masyarakat
yang adil

dan




makmur

34

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketenteraman , Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

Rp
60,000,000




35

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Pemberdayaan
Perlindungan
Masyarakat dalam
rangka Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen

yang Memuat Hasil
Pemberdayaan
Perlindungan

Masyarakat dalam
rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Rp
50,000,000

36

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Satlinmas melalui
Pelatihan Teknis
Satpol PP dan
Satlinmas

Jumlah anggota Satpol PP
dan Satlinmas yang
ditingkatkan kapasitas
SDMnya melalui Pelatihan
Teknis Satpol PP dan
Satlinmas

Rp




makmur

37

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Kerjasama antar
Lembaga dan
Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan
dan Penanganan
Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama
antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan dan
Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Rp
253,027,150




38

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Penyusunan SOP
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat

SOP
dan

Jumlah Dokumen
Ketertiban Umum
Ketenteraman
Masyarakat yang
Telah Dibuat dan
Dimutakhirkan

Rp
2,500,000

39

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Penyediaan Layanan
Dasar dalam rangka
Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Layanan
dasar dalam rangka
Dampak Penegakan Perda
dan Perkada yang
Terlayani

Rp
1,500,000




makmur




40

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Sosialisasi
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Rp
169,531,000

41

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Pengawasan atas
Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Pengawasan
yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Rp




makmur

42

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni -
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penanganan
Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan kepala daerah
Sesuai SOP

Rp
460,000







Memperkuat

penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis Jumlah Laporan Hasil
dengan :
. . Pelaksanaan Peningkatan
lingkungan |Jatim . .
. Bangkalan Kapasitas  Pejabat
alam dan Harmoni - .
. Sejahtera, PPNS dalam
budaya, Menjaga :
. Mewujudkan Pengembangan Mendukung
serta Terwujudnya . . Rp
43 . Pelayanan Kapasitas dan Karier | Penyelenggaraan

peningkatan | Masyarakat . . 4,000,000

. Sosial yang PPNS Ketertiban Umum
toleransi yang .

. Prima dan dan Ketenteraman
antarumat Harmonis . .
.. | Lebih Baik Masyarakat serta
beragama dan Inklusif
Penegakan Perda dan
untuk
) Perkada
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur
S penyebaran formasi
III PENANGGULANGAN gans; dukasi rawan 105,000,00
BENCANA o

bencana







Memperkuat

Jumlah personil Tim

penyelarasa Reaksi Cepat
n kehidupan Penanggulangan Bencana
yang (TRC PB) Kabupaten/Kota
harmonis . yang berasal dari lintas
Jatim e s
dengan . sektor yang memiliki
. Lestari - :
lingkungan Meni kompetensi untuk
enjaga Bangkalan
alam dan . . penanganan awal darurat
kelestarian Sejahtera,
budaya, . : Pengembangan bencana
lingkungan | Mewujudkan . : .
44 serta hidup dalam | Pelayanan Kapasitas Tim Reaksi Rp
peningkatan . . Cepat (TRC) Bencana 5,000,000
. mewujudkan | Sosial yang
toleransi . Kabupaten/Kota
Pembanguna | Prima dan
antarumat . .
n Lebih Baik
beragama .
Berkelanjuta
untuk 0
mencapai '
masyarakat
yang adil
dan
makmur
Memperkuat Jumlah warga negara
penyelarasa termasuk kelompok
n kehidupan rentan di kawasan rawan
yang bencana Kabupaten/Kota
harmonis Jatim yang mengikuti pelatihan
dengan Lestari - pencegahan dan mitigasi
lingkungan | Menjaga Bangkalan bencana
alam dan kelestarian Sejahtera,
budaya, lingkungan | Mewujudkan Pelatihan Pencegahan R
45 | serta hidup dalam | Pelayanan dan Mitigasi Bencana 10% 000.000
peningkatan | mewujudkan | Sosial yang Kabupaten/Kota ’ ’
toleransi Pembanguna | Prima dan
antarumat n Lebih Baik
beragama Berkelanjuta
untuk n.
mencapai
masyarakat
yang adil

dan




makmur

Memperkua
t
penyelarasa
n
k::lndupan Jatim
yang Lestari -
harmonis :
dengan Menjaga
linekunean kelestarian | Bangkalan
g g lingkungan | Sejahtera, Persentase Jumlah
alam dan . : Pelayanan
hidup Mewujudkan warga negara yang
budaya, Penyelamatan dan
12 dalam Pelayanan . memperoleh layanan
serta A 5 Evakuasi Korban -
. mewujudka | Sosial yang penyelamatan dan
peningkata . Bencana .
. | n Prima dan evakuasi korban bencana
n toleransi A :
Pembangun | Lebih Baik
antarumat an
iacaaE Berkelanjut
untuk
. an.
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur
Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan | Jatim
yang Lestari -
harmonis Menjaga Bangkalan
dengan kelestarian Sejahtera, Pencarian, Jumlah Korban
lingkungan |lingkungan | Mewujudkan Pertolongan dan yang Berhasil R
46 | alam dan hidup dalam | Pelayanan Evakuasi Korban Ditemukan, Ditolong, ) P
budaya, mewujudkan | Sosial yang Bencana dan Dievakuasi Per
serta Pembanguna | Prima dan Kabupaten/Kota Jenis Kejadian Bencana
peningkatan | n Lebih Baik
toleransi Berkelanjuta
antarumat n.
beragama

untuk




mencapai

masyarakat

yang adil

dan

makmur
PROGRAM
L e A bl Cakupan Layanan
B T N Penyelamatan dan

IV PENYELAMATAN Evakuasi korban 321,137,50

KEBAKARAN DAN kebakaran o
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN

Memperkua

t

penyelarasa

n

kehidupan

yang

harmonis Jatim Pencegahan,

;l:engan Harlflom, Bangkalan Pengendalian,

ingkungan | Menjaga Seiaht p d

alam dan Terwujudny o S SR ACAA

budaya a Mewujudkan | Penyelamatan, dan Persentase Waktl.:l

13 serta ? Masyarakat Pelayanan Penanganan Bahan tanggap(respon time) 166,444,10
2 Sosial yang Berbahaya dan penanganan kebakaran ()

penlngkat?. yang Prima dan Beracun Kebakaran

n toleransi | Harmonis . :

antarumat | dan Lebih Baik dalam Daerah

beragama Inklusif. Rabupst ot

untuk

mencapai

masyarakat

yang adil

dan

makmur




47

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni,
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif.

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Pencegahan
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen NSPM
Pencegahan/Penanggulan
gan Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Setiap Tahunnya

Rp
28,862,500

48

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan

Jatim
Harmoni,
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif.

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Pemadaman dan
Pengendalian
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas
Piket dan Pemadaman
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Rp
118,830,000




makmur

49

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni,
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif.

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non
Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kegiatan

Kesiapsiagaan

Petugas Piket
dan

Penyelamatan /Evakuasi
Saat Penanggulangan
Kebakaran dan Non
Kebakaran

Rp
10,000,000




50

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni,
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif.

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pencegahan,
Penanggulangan
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri

Jumlah Sarana

dan Prasarana
Untuk Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri yang
Sah dan Legal Sesuai
Standar Teknis Terkait

Rp
3,831,600

51

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan

Jatim
Harmoni,
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif.

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Pembinaan Aparatur
Pemadam Kebakaran

Jumlah  Aparatur
Pemadam  Kebakaran
yang Memiliki Sertifikasi
Keterampilan Teknis
dan Analis Dalam
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran

Rp
4,920,000




makmur




Memperkuat

penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
Qengan . Jumlah Dokumen
lingkungan |Jatim
. Bangkalan yang Memuat
alam dan Harmoni, :
budaya Menjaga Sejahtera, Data
’ . Mewujudkan Pendataan Sarana Bangunan/Gedung/Lingk
serta Terwujudnya . Rp
52 . Pelayanan Prasarana Proteksi ungan
peningkatan | Masyarakat . . 846,400
. Sosial yang Kebakaran yang Dipersyaratkan
toleransi yang . A
. Prima dan Harus Memiliki Sistem
antarumat Harmonis . . .
. Lebih Baik Proteksi
beragama dan Inklusif.
Kebakaran

untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur
Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan . Jumlah Dokumen
. Jatim
lingkungan . Bangkalan yang Memuat

Harmoni, .
alam dan Meniaca Sejahtera, Data
budaya, Jag Mewujudkan Penilaian Sarana Bangunan/Gedung/Lingk

Terwujudnya . : Rp

53 | serta Pelayanan Prasarana Proteksi ungan yang Memenuhi
. Masyarakat . . 250,000

peningkatan an Sosial yang Kebakaran Kelaikan Standar
toleransi I}jlari'gn onis Prima dan Sarana Prasarana
antarumat . Lebih Baik Proteksi

dan Inklusif.
beragama Kebakaran
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil

dan




makmur




54

Memperkuat
penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan
alam dan
budaya,
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur

Jatim
Harmoni,
Menjaga
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Harmonis
dan Inklusif.

Bangkalan
Sejahtera,
Mewujudkan
Pelayanan
Sosial yang
Prima dan
Lebih Baik

Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran melalui
Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat

Jumlah Warga
Masyarakat yang
Mendapatkan Sosialisasi
Edukasi
Pencegahan
Penanggulangan
Kebakaran Setiap
Tahunnya

dan

Rp
150,000,000







Memperkuat

penyelarasa
n kehidupan
yang
harmonis
c%engan . Jumlah Sarana dan
lingkungan |Jatim Pengadaan Sarana

. Bangkalan Prasarana yang
alam dan Harmoni, . dan Prasarana .

: Sejahtera, . Tersedia untuk
budaya, Menjaga : Pencarian dan )
. Mewujudkan Pencarian dan
serta Terwujudnya Pertolongan terhadap Rp
55 . Pelayanan . Pertolongan  Terhadap
peningkatan | Masyarakat . Kondisi g 3,597,000
. Sosial yang Kondisi Membahayakan

toleransi yang . Membahayakan :

. Prima dan . Manusia/Penyelamatan
antarumat Harmonis . . Manusia/Penyelamata . .

.. | Lebih Baik . dan Evakuasi Sesuai
beragama dan Inklusif. n dan Evakuasi .
dengan Standar Teknis
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur
13,240,546

TOTAL

,873




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2026 dan Perkiraan Maju Tahun Berikutnya

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan
dan sub kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 adalah sebagaimana

tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini:



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju

Tahun 2027
Urusan/ Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana
Bidang Urusan . . .
Pemerintahan Indﬂ;::o::;:?erja Kebutuh | Su C::lat
Kode Daerah dan rog Target an mbe . Target Kebutuhan
Kegiatan/ Sub . A Penti A
Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ r n Capaian Dana/ Pagu
Kegiatan/ Sub g Kinerja Pagu Dan g Kinerja Indikatif
Kegiatan Indikatif | a
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Program
Penunjang Indeks kepuasaan
Urusan layanan 10 APB 1
1.05.01 Pemerintah penunjang urusan ) Indeks | 12,170,3 D DAUM | O | Indeks 9.628.127.223
Daerah pemerintahan 91,223 o ? ? ?
Kabupaten / daerah
Kota
Persentase
Perencanaan, |tersusunnya
Penganggaran, | Perencanaan,Peng 1
5.01.01.2. | dan Evaluasi | anggaran, dan 10 o APB °
01 Kinerja evaluasi kinerja o % 2’545’43 D DAUM g % 2,545,400
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah tersusun sesuai
dengan aturan




Penyusunan

5.01.01.2.0 | Dokumen Jumlah Dokumen | o ) Dokum APB Dokum | Rp
101 Perencanaan Perencanaan PP en 1,413,30 D DAUM en 1.414.800
Perangkat Perangkat Daerah 0 ’ ’
Daerah
Jumlah Dokumen
. . RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil
5.01.01.2.0 | Penyusunan Koordinasi Satpol Dokum APB DAUM Dokum | Rp
1.02 Dokumen Penyusunan PP en 65,300 D en 65,050
RKA-SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah
Dokumen
. . Perubahan RKA-
Koordinasi dan
Penyusunan SKPD dan .
5.01.01.2.0 Dokumen Laporan Hasil Satpol Dokum APB DAUM Dokum | Rp
1.03 Koordinasi PP en 65,300 D en 65,050
Perubahan Penyusunan
RKA-SKPD
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
5.01.01.2.0 | Koordinasi dan | Laporan Hasil Satpol Dokum APB Dokum | Rp
1.04 Penyusunan Koordinasi PP en 65.300 D DAUM en 65.050
DPA-SKPD Penyusunan ’ ’
Dokumen DPA-
SKPD
Jumlah
Koordinasi dan PDeorlillllar;lIel;ln DPA-
5.01.01.2.0 | Penyusunan SKPD  dan Satpol Dokum APB DAUM Dokum | Rp
1.05 Perubahan Laporan Hasil PP en 65,300 D en 65,050
DPA-SKPD i .
Koordinasi

Penyusunan




Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

Koordinasi dan

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar

Penyusunan Realisasi  Kinerja
Laporan SKPD dan
5.01.01.2.0 | Capaian Laporan Hasil Satpol Lapora APB DAUM Lapora | Rp
1.06 Kinerja dan Koordinasi PP n 65,300 D n 65,050
Ikhtisar Penyusunan
Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD | Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Jumlah  Laporan
5.01.01.2.0 | Kinerja Evaluasi Kinerja | Satpol Lapora APB DAUM Lapora | Rp
1.07 Perangkat Perangkat PP n 515,300 |D n 515,050
Daerah Daerah
Pelaksanaan
Pengumpulan Jumlah Data
Data Statistik Statistik Sektoral
G000 1| Sektoral Daerah yang Telah | 9B data | 590,300 D | DAUM data 2R9%,300
daerah Dikumpulkan dan

Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah




Persentase

Administrasi Dokumen 1
5.01.01.2. | Keuangan Administrasi 10 o, 18,527,538 |2FB |pauM | 0| %
02 Perangkat 0 D 8,748,610,323
Daerah Keuangan tepat 4,323 o
waktu
Penyediaan Jumlah Orang 1
5.01.01.2.0 | Gaji dan yang Menerima Satpol | 11 | Orang/ 8.525 60 APB DAUM | 1 Orang/ | Rp
2.01 Tunjangan Gaji dan PP 3 | bulan 4’223’ D 3 bulan | 8,746,680,223
ASN Tunjangan ASN ’
Jumlah Laporan
Koordinasi dan | Keuangan Akhir
Penyusunan Tahun SKPD dan
5.01.01.2.0 | Laporan Laporan  Hasil Satpol 1 Lapora APB DAUM | 1 Lapora | Rp
2.05 Keuangan Koordinasi PP n 515,050 D n 515,050
Akhir Tahun Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah
Laporan
Koordinasi dan | Keuangan
Penyusunan Bulanan/
Laporan Triwulanan/
5.01.01.2.0 | Keuangan Semesteran Satpol Lapora APB 1| Lapora | Rp
2.07 Bulanan/ SKPD dan PP 18 n 1,415,05 D DAUM 8| n 1,415,050
. . . 0
Triwulanan/ Laporan Koordinasi
Semesteran Penyusunan
SKPD Laporan
Keuangan

Bulanan/Triwulan




an/Semesteran
SKPD

Penyusunan Jumlah
5.01.01.2.0 | Perencanaan | Rencana Satpol Dokum APB Dokum | Rp
3.01 Kebutuhan | Kebutuhan PP en |510900 |p |PAUM en 510,900
' Barang Milik Barang Milik ’ ’
Daerah SKPD | Daerah SKPD
Rekonsiliasi Jumlah Laporan
dan e
Penvusunan Rekonsiliasi dan
5.01.01.2.0 yu Penyusunan Satpol Lapora APB Lapora | Rp
Laporan 1,415,055 DAUM
3.05 . Laporan Barang PP n D n 1,415,050
Barang Milik 0

Daerah pada
SKPD

Milik Daerah pada
SKPD




pongdean | guntah pake
5.01.01.2.0 Beserta Atribut Pakaian Dlp.as Satpol Paket APB DAUM Paket Rp
5.02 beserta Atribut PP D -
Kelengkapanny
a Kelengkapan
Pendidikan Jumlah Pegawai
dan Pelatihan | Berdasarkan
5.01.01.2.0 | Pegawai Tugas dan Fungsi | Satpol APB Rp
5.09 Berdasarkan yang Mengikuti PP Orang D DAUM Orang 13,450,000
Tugas dan Pendidikan dan
Fungsi Pelatihan




Penyediaan

Jumlah

Paket
Komponen
Instalasi F omIionen S 1 APB R
5.01.01.2.0 | ;. . nstalasi atpo P
6.01 Listrik/ Listrik /Penerangan PP 0 Paket | _ D DAUM Paket -
Penerangan
Bangunan
Bangunan
Kantor Kantor yang
Disediakan
. Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan dan
5.01.01.2.0 | Peralatan dan Satpol APB Rp
6.02 Perlengkapan Perlengkapan PP 12 | Paket | 11,445,5 D DAUM Paket 11,445,550
Kantor Kantor yang 50
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
5.01.01.2.0 Peralatan Peralatan Rumah | Satpol 0 Paket APB DAUM Paket Rp
6.03 Rumah Tancea Tangga PP - D -
&8 yangDisediakan
Penyediaan Jumlah  Paket
5.01.01.2.0 . ... | Bahan Logistik Satpol APB Rp
6.04 Bahan Logistik Kantor yang PP 8 Paket | 5,000,00 D DAUM Paket 5,000,000
Kantor S 0
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
5.01.01.2.0 | Barang Barang Cetakan Satpol APB Rp
6.05 Cetakan dan dan Penggandaan PP 0 Paket | _ D DAUM Paket -

Penggandaan

yang Disediakan




Penyediaan
Bahan Bacaan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan

5.01.01.2.0 dan Peraturan dan Peraturan Satpol Dokum APB DAUM Dokum | Rp
6.06 Perundang- PP en - D en -
Perundang-
undangan Undangan yang
Disediakan
5.01.01.2.0 FaS'lmaSl Jurr-ll-ah Laporan Satpol Lapora APB Lapora | Rp
Kunjungan Fasilitasi DAUM
6.08 . PP n - D n -
Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah
Penyelenggaraa
n Rapat ]ﬁapor?n Satpol L APB L R
5.01.01.2.0 . . enyelenggaraan atpo apora apora P
6.09 Koordinasi dan | £ ot PP n | 200000 1 | DAUM | 4 1 20,000,000
Konsultasi Koordinasi dan 0
SKPD

Konsultasi SKPD




8.01

5.01.01.2.0

Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Jumlah

Laporan
Penyediaan
Jasa
SuratMenyurat

Satpol
PP

Lapora

APB

DAUM

Lapora

1.05.01.2.0 | Pengadaan Jumlah Unit Satpol unit
7.02 Kendaraan Kendaraan Dinas | PP
Dinas Operasional atau
Operasional Lapangan yang APB . Rp
DAUM
atau Lapangan | Disediakan D v Unit -
1.05.01.2.0 | Pengad Jumnlah Palet Satpol APB R
.05.01.2. engadaan Mebel yang atpo DAUM Unit p
7.05 Mebel Disediakan PP . D -
unit
b 4 Jumlah Unit Aset
engadaan Tetap Lainnya yang
1.05.01.2.0 Aset Tetap Disediskan Satpol APB DAUM Unit Rp
7.07 ) PP D -
Lainnya )
unit

Rp




Jumlah Laporan

Penyediaan .
Jasa Penyediaan Jasa
5.01.01.2.0 . . Komunikasi, Satpol Lapora APB Lapora | Rp
8.02 Komunikasi, | o\ \per Daya Air pp |12 o [130,000, 5 DAUM n 100,000,000
Sumber Daya d trik 000
Air dan Listrik an Listrik yang
Disediakan
Penyediaan | Heti i o Jasa
5.01.01.2.0 | Jasa Pelayanan Satpol 12 Lapora 3.377,98 APB DAUM Lapora | Rp
8.04 Pelayanan PP n D n 630,440,000
Umum Kantor yang 0,000

Umum Kantor

Disediakan




Penyediaan

Jasa Jumlah
Pemeliharaan, | Kendaraan
Biaya Perorangan
Pemeliharaan | Dinas atau
°.01.01.2.0 dan Pajak Kendaraan Dinas Satpol 1 Unit APB DAUM Unit Rp
9.01 PP - D -
Kendaraan Jabatan yang
Perorangan Dipelihara dan
Dinas atau dibayarkan
Kendaraan Pajaknya
Dinas Jabatan
Penyediaan
Jasa . Jumlah
Pemeliharaan,
. Kendaraan
Biaya Di
Pemeliharaan, mnas-
5.01.01.2.0 Pajak, dan Operasional atau | Satpol 19 Unit | 88,960,0 APB DAUM Unit Rp
9.02 .. Lapangan yang PP D 88,960,000
Perizinan o 00
Dipelihara dan
Kendaraan . .
. dibayarkan Pajak
Dinas ..
. dan Perizinannya
Operasional
atau Lapangan
Pemeliharaan |Jumlah Aset Tetap
5.01.01.2.0 . Satpol . APB . Rp
9.07 Asgt Tetap Lgunnya yang PP 15 Unit | D DAUM Unit 4,470,000
Lainnya Dipelihara
Pemeliharaan |Jumlah peralatan
©.10.01.2.0 Peralatan dan | dan mesin lainnya Satpol 6 Unit APB DAUM Unit Rp
9.06 . . . PP - D 1,280,000
Mesin Lainnya | yang dipelihara
Pemeliharaan/ | Jumlah Gedung
Rehabilitasi Kantor dan
8'85'01'2'0 Gedung Kantor | Bangunan Lainnya Sal;clgol 1 Unit | gPB DAUM Unit _Rp

dan Bangunan
Lainnya

yang dipelihara/
direhabilitasi







1.05.02.2.0
1.0015

Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum melalui
Deteksi Dini
dan Cegah
Dini,
Pembinaan
dan
Penyuluhan,
Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan,
dan
Pengawalan

Jumlah Laporan
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
yang Dicegah
Melalui Deteksi
Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan,
Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan

Satpol

Lapora

101,500,
000

APB

DAUM

O 3+~

Lapora

Rp
105,000,000




Penindakan
atas Gangguan

Jumlah Laporan

Ketenteraman Gan an
dan Ketertiban sgu
Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Berdasarkan
Perda dan 1gerdgsaf;kcaln Perda < 1 APE . o
1.05.02.2.0 an Perkada atpo apora P
1.0016 fneerll:i‘jf‘ Melalui Penertiban PP laporan (1)’500’00 p |DAUM n |1,500,000
Penertiban dan dan Penanganan
Unjuk Rasa dan
Penanganan han M
Unjuk Rasa Kerusuhan Massa
dan yang Dilakukan
Penindakan
Kerusuhan
Massa
Koordinasi Jumlah Dokumen
Penyelenggaraa | Hasil Pelaksanaan
n Ketentraman | Koordinasi
dan Ketertiban | Penyelenggaraan
1.05.02.2.0 | Umum serta Ketenteraman , Satpol Dokum 60.000.0 APB DAUM Dokum | Rp
1.0003 Perlindungan Ketertiban Umum PP en OO, ’ D en 60,000,000
Masyarakat dan Perlindungan
Tingkat Masyarakat
Kabupaten/Ko | Tingkat
ta Kabupaten/Kota
Pemberdavaan Jumlah Dokumen
Perlin duny an yang Memuat Hasil
Masyaraki ¢ Pemberdayaan
1.05.02.2.0 Perlindungan Satpol Dokum APB Dokum | Rp
1.0004 %iiii;j;g;;a Masyarakat dalam PP en 88’000’0 D DAUM en 50,000,000
rangka

dan Ketertiban
Umum

Ketenteraman dan
Ketertiban Umum




Peningkatan
Kapasitas SDM
Satuan Polisi
Pamong Praja

Jumlah anggota
Satpol PP dan
Satlinmas yang

1.05.02.2.0 | dan Satlinmas | ditingkatkan Satpol APB Rp
1.0014 melalui kapasitas SDMnya PP Orang | _ p |PAUM Orang | 5 600,000
Pelatihan melalui Pelatihan
Teknis Satpol | Teknis Satpol PP
PP dan dan Satlinmas
Satlinmas
1.05.02.2.0 | Kerjasama
1.0006 antar Lembaga | Jumlah Dokumen
dan Kemitraan | Hasil Pelaksanaan
dalam Teknik Kerja Sama antar
Pencegahan Lembaga dan
dan Kemitraan dalam Satpol Dokum 953.027 APB | DBHC Dokum | Rp
Penanganan Teknik Pencegahan PP en 1 50’ > |D HT en 224,164,650
Gangguan dan Penanganan
Ketentraman Gangguan
dan Ketertiban | Ketenteraman dan
Umum Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen
Penyusunan SOP Ketertiban
1.05.02.2.0 SOP Ketertiban | Umum dan Satpol Dokum APB Dokum | Rp
Umum dan Ketenteraman 2,500,00 DAUM
1.0008 PP en D en 2,500,000
Ketenteraman | Masyarakat yang 0
Masyarakat Telah Dibuat dan

Dimutakhirkan




1.05.02.2.0
1.0017

1.05.02.2.0
2.00110

Penyediaan
Layanan Dasar
dalam rangka
Dampak
Penegakan
Peraturan
Daerah dan

Peraturan
Kepala Daerah

Sosialisasi
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Kepala Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan
Layanan dasar
dalam rangka
Dampak
Penegakan Perda
dan Perkada yang
Terlayani

Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Sosialisasi
Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Kepala Daerah

Satpol
PP

Satpol
PP

18

Lapora

Lapora

1,500,00
0

169,531,
000

APB

APB

DAUM

DBHC
HT

Lapora

Lapora

Rp
1,500,000

Rp
169,531,000




Jumlah Laporan

Pengawasan Hasil Pelaksanaan
atas Pengawasan yang
Kepatuhan Dilakukan
terhadap Terhadap
1.05.02.2.0 Satpol Lapora APB Lapora | Rp
50012 Pelaksanaan Kepatuhan PP 0 ) D DAUM | 3 0 1,500,000
Peraturan Terhadap
Daerah dan Pelaksanaan
Peraturan Peraturan Daerah
Kepala Daerah | dan Peraturan
Kepala Daerah
Jumlah Laporan
Penanganan
Pelaksanaan
atas
Pelanggaran Penanganan Atas
1.05.02.2.0 Peraturan Pelanggaran Satpol Lapora APB DAUM | 4 Lapora | Rp
2.0011 Peraturan Daerah PP n 460,000 D n 2,000,000
Daerah dan
dan Peraturan
Peraturan
Kepala Daerah kepala daerah
P Sesuai SOP
Pembinaan
Penyidik
Pegawai jumlah aparatur 1
(1)2305'02'2' Negeri Sipil yang ikut angka | 4,000,00 SPB DAUM | O % 4.000.000
(PPNS) pelatihan o o ? ?
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang
Dilakukan
Pengembangan | Terhadap
:13'8?'02'2'0 Kapasitas dan | Kepatuhan Sal;cl;;ol La%ora 4,000,00 gPB DAUM | 1 iapora 4R(I))OO 000
' Karier PPNS Terhadap 0 ’ ’
Pelaksanaan

Peraturan Daerah
dan Peraturan
Kepala Daerah




1.05.03.2.0
2.0021

Pengembangan
Kapasitas Tim
Reaksi Cepat
(TRC) Bencana
Kabupaten/Ko
ta

Jumlah personil
Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan
Bencana (TRC PB)
Kabupaten/Kota
yang berasal dari
lintas sektor yang
memiliki
kompetensi untuk
penanganan awal
darurat bencana

Satpol
PP

30

Orang

5,000,00
0

APB

DAUM

Orang

Rp
5,000,000




1.05.03.2.0
3.0028

Pelatihan
Pencegahan
dan

Mitigasi
Bencana
Kabupaten/Ko
ta

Jumlah warga

negara termasuk

kelompok rentan di
kawasan rawan

bencana Satpol
Kabupaten/Kota PP
yang mengikuti

pelatihan

pencegahan dan

mitigasi bencana

DAU
APB 8 Rp
80 | Orang | 100,000, Farma | | Orang |44 500,000

000 rked




Jumlah Dokumen
NSPM

Pencegahan
Kebakaran Penlcegahan /Penan < 1 ok APE Dok o
1.05.04.2.0 ggulangan atpo okum okum P
1.0001 dalam Daerah Kebakaran dalam PP 2 en 28,862,5 D DAUM en 71,031,232
Kabupaten /Ko 00
tal Daerah
Kabupaten/Kota
Setiap Tahunnya
Jumlah Laporan
Pemadaman .
Hasil Pelaksanaan
dan .
Pengendalian Keglatan
1.05.04.2.0 Kebakaran Kesiapsiagaan Satpol 30 Lapora 118.830 APB DAUM Lapora | Rp
1.0002 Petugas Piket dan PP n ’ | D n 33,700,000
dalam Daerah 000
Kabupaten/Ko Pemadaman
ta P Kebakaran dalam
Daerah Kab/Kota
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
Penyelamatan | Kesiapsiagaan
dan Evakuasi | Petugas
?8(5)6034'2'0 Korban Piket dan Sa;g"l 40 Doilm 10,000,0 ‘gPB DAUM eDIfkum 21;1’1 50.000
' Kebakaran dan | Penyelamatan/Eva 00 ’ ’
Non Kebakaran | kuasi  Saat
Penanggulangan

Kebakaran dan
Non Kebakaran




Jumlah

Sarana dan
Pengadaan Prasarana
Sarana dan Untuk Pencegahan
Prasarana dan
1.05.04.2.0 | Pencegahan, Penanggulangan Satpol : APB 1 . Rp
1.0017 Penangggulanga Kebaki%an din PP 6 Unit (3)’831’60 D DAUM 0 Unit 6,570,768
n Kebakaran Alat Pelindung
dan Alat Diri yang Sah
Pelindung Diri |dan Legal Sesuai
Standar Teknis
Terkait
Jumlah
Aparatur
Pemadam
Kebakaran yang
Pembinaan Memiliki
1.05.04.2.0 | Aparatur Sertifikasi Satpol APB 4 Rp
1.0007 Pemadam Keterampilan pp | 12| Orang 3’920’00 p |PAUM | g|Orang |68 000
Kebakaran Teknis dan
Analis Dalam
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran
Inspeksi Persentase 1
1.05.04.2. | Peralatan Inspeksi Peralatan 10 o APB °
02 Proteksi Proteksi 0] e (1)’096’40 D R g & 2,090,000

Kebakaran

Kebakaran




Jumlah

Dokumen yang
Memuat Data
Pendataan
Sarana Bangunan/Gedung
1.05.04.2.0 Prasarana /Lingkungan Satpol Dokum APB DAUM Dokum | Rp
2.01 . yang PP en 846,400 D en 1,360,000
Proteksi .
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026
merupakan perencanaan tahunan yg sifatnya operasional yang menjembatani antara
perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan
RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga
kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan dapat
menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggara dengan
penuh tanggung jawab.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2026,
diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2026.

Bangkalan, 12 Agustus 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARIFIN, S. STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19800212 199810 10001
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